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22 Ushul Figh

Kegunaan mempelajari ilmu Ushul Figh

Dimaksudkan dengan adanya kaidah-kaidah dalam Ilmu Ushul Figh, yaitu untuk
diterapkan pada dalil-dalil syara' yang terperinci dan sebagai rujukan bagi hukum-
hukum furu' hasil ijtihad para ulama.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil syara' yang terperinci, maka
dapat dipahami kandungan nash-nash syara' dan diketahui hukum-hukum yang
ditunjukinya, sehingga dengan demikian dapat diperoleh hukum perbuatan atau
perbuatan- perbuatan dari nash tersebut. Dengan menerapkan kaidah-kaidah itu
dapat juga ditentukan jalan keluar (sikap) yang diambil dikala menghadapi nash-
nash yang saling bertentangan, sehingga dapat ditentukan pula hukum perbuatan
dari nash atau nash-nash sesuai dengan jalan keluar yang diambil. Demikian pula
dengan menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil seperti : giyas, istihsan, istishlah,
istishab dan lain sebagainya, dapat diperoleh hukum perbuatan-perbuatan yang
tidak didapat dalam A/-Qur'an dan As-Sunnah.

Dari sisi ini jelaslah bahwa kegunaan Ilmu Ushul Figh ialah untuk memperoleh
hukum-hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-daliinya yang terperinci,
sebagaimana yang tertuang dalan pengertian Ilmu Ushul Figh yang telah dipaparkan
di depan. Kegunaan ilmu Ushul Figh yang demikian itu, masih sangat diperlukan
bahkan dapat dikatakan inilah kegunaan yang pokok, karena meskipun para ulama
terdahulu telah berusaha untuk mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan,
namun dengan perubahan dan perkembangan zaman yang terus berjalan, demikian
pula dengan bervariasinya lingkungan alam dan kondisi sosial pada berbagai daerah,
adalah faktor-faktor yang sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya
persoalan-persoalan hukum yang baru; yang tidak didapati ketetapan hukumnya
dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan belum pernah terpikirkan oleh para ulama
terdahulu. Untuk dapat mengeluarkan ketetapan hukum persoalan-persoalan
tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah-kaidah dan mampu menerapkannya
pada dalil-dalilnya.

Sedangkan dengan menjadikan kaidah-kaidah sebagai rujukan bagi hukum-hukum
furu' hasil ijtihad para ulama, maka dari sini dapat diketahui dalil-dalil yang
digunakan dan cara-cara yang ditempuh dalam memperoleh atau mengeluarkan
hukum-hukum furu' tersebut, karena tidak jarang dijumpai dalam sebagian kitab-
kitab figh yang menyebutkan hukum-hukum furu' hasil ijtihad seorang ulama atau
sekelompok ulama, tanpa disebutkan dalil-dalil dan cara-cara pengambilan hukum
itu. Begitu juga dapat diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat
diantara para ulama, sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama tersebut
pada hakekatnya berpangkal dari perbedaan dalil atau dari perbedaan cara yang
ditempuh untuk sampai kepada hukum furu' yang diambilnya. Bahkan dapat pula
untuk menyeleksi pendapat-pendapat yang berbeda dari seorang ulama, dengan
memilih pendapat yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang digunakan oleh ulama
tersebut dalam menetapkan hukum.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dari sisi ini, Ilmu Ushul Figh dapat digunakan
untuk mengetahui alasan-alasan pendapat para ulama. Kegunaan ini juga
mempunyai arti yang penting, karena jika mungkin seseorang akan dapat memilih
pendapat yang dipandang lebih kuat atau setidak-tidaknya seseorang dalam
mengikuti pendapat ulama harus mengetahui alasan-alasannya.
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:2 Ushul Figh

Pengertian dan Ruang Lingkup Ushul Figh

Pengetahuan Figh itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam
ilmu ushul Figh. Menurut aslinya kata "Ushul Figh" adalah kata yang berasal dari
bahasa Arab "Ushulul Figh" yang berarti asal-usul Figh. Maksudnya, pengetahuan
Figh itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu ushul Figh.

Pengetahuan Figh adalah formulasi dari nash syari'at yang berbentuk Al-Qur'an,
Sunnah Nabi dengan cara-cara yang disusun dalam pengetahuan Ushul Figh.
Meskipun caar-cara itu disusun lama sesudah berlalunya masa diturunkan Al-
Qur'an dan diucapkannya sunnah oleh Nabi, namun materi, cara dan dasar-
dasarnya sudah mereka (para Ulama Mujtahid) gunakan sebelumnya dalam
mengistinbathkan dan menentukan hukum. Dasar-dasar dan cara-cara
menentukan hukum itulah yang disusun dan diolah kemudian menjadi
pengetahuan Ushul Figh.

Menurut Istitah yang digunakan oleh para ahli Ushul Figh ini, Ushul Figh itu ialah,
suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat
digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari
sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk
menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; kadang-kadang untuk menetapkan hukum
dengan mempergunakan dalil Ayat-ayat Al-Our'an dan Sunnah Rasul yang
berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan berbentuk "hukum Figh"
(ilmu Figh) supaya dapat diamalkan dengan mudah. Demikian pula peristiwa
yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan dapat ditentukan
hukum atau statusnya dengan mempergunakan dalil.

Yang menjadi obyek utama dalam pembahasan Ushul Figh ialah Adillah Syar'iyah
(dalil-dalil syar'i) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Selain dari
membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum Adillah Syar'iyah itu
dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan
mempergunakan masing-masing dalil itu.

Topik-topik dan ruang lingkup yang dibicarakan dalam pembahasan ilmu Ushul
Figh ini meliputi:

a. Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi (wajib,
sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum wadl'i (sabab, syarat, mani’,
'illat, shah, batal, azimah dan rukhshah).

b. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenal hukum (mahkum fihi)
seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau
tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan
kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya.

c. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (mahkum ‘alaihi) apakah
pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau
tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya.

d. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi
keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi
tanpa usaha manusia yang pertama disebut awarid muktasabah, yang kedua

2 | Tidak merenungi hukum Allohadalah kesalahan besar bagi mufti



:: Ushul Figh:: | Indo

disebut awarid samawiyah.

e. Masalah istinbath dan istidlal meliputi makna zhahir nash, takwil dalalah
lafazh, mantug dan mafhum yang beraneka ragam, 'am dan khas, muthlaq
dan mugayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya.

f. Masalah ra'yu, ijtihad, ittiba' dan taglid; meliputi kedudukan rakyu dan batas-
batas penggunannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid,
bahaya taqglid dan sebagainya.

g. Masalah adillah syar'iyah, yang meliputi pembahasan Al-Qur'an, As-Sunnah,
ijma', giyas, istihsan, istishlah, istishhab, mazhabus shahabi, al-'urf, syar'u
man gablana, bara'atul ashliyah, sadduz zari'ah, maqashidus syari'ah/ususus
syari'ah.

h. Masa'ah rakyu dan giyas; meliputi. ashal, far'u, illat, masalikul illat, al-
washful munasib, as-sabru wat tagsim, tanqgihul manath, ad-dauran, as-
syabhu, ilghaul farig; dan selanjutnya dibicarakan masalah ta‘arud! wat tarjih
dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya.

Sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam mempelajari Ushui Figh ialah bahwa
peranan ilmu pembantu sangat menentukan proses pembahasan.

Dalam pembicaraan dan pembahasan materi Ushul Figh sangat diperlukan ilmu-
ilmu pembantu yang langsung berperan, seperti ilmu tata bahasa Arab dan
gawa'idul lugahnya, ilmu mantiq, ilmu tafsir, ilmu hadits, tarikh tasyri'il islami dan
ilmu tauhid. Tanpa dibantu oleh ilmu-ilmu tersebut, pembahasan Ushul Figh tidak
akan menemui sasarannya. Istinbath dan istidlal akan menyimpan dari
kaidahnya.

Ushul Figh itu ialah suatu ilmu yang sangat berguna dalam pengembangan
pelaksanaan syari'at (ajaran Islam). Dengan mempelajari Ushul Figh orang
mengetahui bagaimana Hukum Figh itu diformulasikan dari sumbernya. Dengan
itu orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih dapat dipertahankan
dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang; atau
apakah ada kemungkinan untuk direformulasikan. Dengan demikian, orang juga
dapat merumuskan hukum atau penilaian terhadap kenyataan yang ditemuinya
sehari-hari dengan ajaran Islam yang bersifat universal itu.

Dengan Usul Figh :

- Ilmu Agama Islam akan hidup dan berkembang mengikuti perkembangan
peradaban umat manusia.

- Statis dan jumud dalam ilmu pengetahuan agama dapat dihindarkan.

- Orang dapat menghidangkan ilmu pengetahuan agama sebagai konsumsi
umum dalam dunia pengetahuan yang selalu maju dan berkembang mengikuti
kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman.

- Sekurang-kurangnya, orang dapat memahami mengapa para Mujtahid zaman
dulu merumuskan Hukum Figh seperti yang kita lihat sekarang. Pedoman dan
norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum itu. Kalau
mereka menemukan sesuatu peristiwa atau benda yang memerlukan penilaian
atau hukum Agama Islam, apa yang mereka lakukan untuk menetapkannya;
prosedur mana yang mereka tempuh dalam menetapkan hukumnya.

Dengan demikian orang akan terhindar dari taglid buta; kalau tidak dapal menjadi
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Mujtahid, mereka dapat menjadi Muttabi' yang baik, (Muttabi' ialah orang yang
mengikuti pendapat orang dengan mengetahui asal-usul pendapat itu). Dengan
demikian, berarti bahwa Ilmu Ushul Figh merupakan salah satu kebutuhan yang
penting dalam pengembangan dan pengamalan ajaran Islam di dunia yang sibuk
dengan perubahan menuju modernisasi dan kemajuan dalam segala bidang.

Melihat demikian luasnya ruang lingkup materi Ilmu Ushul Figh, tentu saja tidak
semua perguruan/lembaga dapat mempelajarinya secara keseluruhan.

22 Ushul Figh

Sejarah Pertumbuhan Iimu Ushul Figh

Ilmu Ushul Figh adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh
hukum-hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.Dan usaha
untuk memperoleh hukum-hukum tersebut, antara lain dilakukan dengan jalan ijtihad.

Sumber hukum pada masa Rasulullah SAW hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-
Hadits). Dalam pada itu kita temui diantara sunnah-sunnahnya ada yang memberi kesan
bahwa beliau melakukan ijtihad. Misalnya, beliau melakukan giyas terhadap peristiwa
yang dialami oleh Umar Bin Khattab RA, sebagai berikut.
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Artinya:

"Wahai Rasulullah, hari ini saya telah berbuat suatu perkara yang besar; saya mencium
isteri saya, padahal saya sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya :
Bagaimana pendapatmu, seandainya kamu berkumur-kumur dengan air dikala kamu
sedang berpuasa? Lalu saya jawab: tidak apa-apa dengan yang demikian itu. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda : Maka tetaplah kamu berpuasa!™ (I'lamul Muwaqgi'in, Juz: I,
hal: 199).

Pada hadits di atas Rasulullah SAW menetapkan tidak batal puasa seseorang karena
mencium isterinya dengan mengqiyaskan kepada tidak batal puasa seseorang karena
berkumur-kumur.

Juga seperti hadits Rasulullah SAW :
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Artinya .
"Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku, niscaya kuperintahkan kepada
mereka bersiwak (bersikat gigi) setiap akan melakukan shalat.” (HR. Abu Daud dari
Zaid Bin Khalid al-Juhanni).

Diterangkan oleh Muhammad Ali as-Sayis, bahwa hadits tersebut menunjukkan kepada
kita adanya pilihan Rasulullah SAW terhadap salah satu urusan, karena untuk menjaga
kemaslahatan umatnya. Seandainya beliau tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, hal itu
tidak akan terjadi. Dalam pada itu, dari penelitian sebagian ulama terhadap berbagai
peristiwa hidup Rasulullah SAW, berkesimpulan bahwa beliau bisa melakukan ijtihad
dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu, terutama dalam hal-
hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan hukum. Kesimpulan tersebut,
sesuai dengan sabda beliau sendiri :

o
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Artinya
"Sungguh saya memberi keputusan diantara kamu tidak lain dengan pendapatku dalam
hal tidak diturunkan (wahyu) kepadaku.” (HR. Abu Daud dan Ummi Salamah).

Rasulullah SAW adalah seorang manusia juga sebagaimana manusia yang lain pada
umumnya maka hasil ijtihadnya bisa benar dan bisa salah, sebagaimana diterangkan
dalam sebuah riwayat, beliau bersabda :
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Artinya

"Saya tidak lain adalah seorang manusia juga, maka segala yang saya katakan
kepadamu yang berasal dari Allah adalah benar; dan segala yang saya katakan dari diri
saya sendiri, karena tidak lain saya juga seorang manusia, bisa salah bisa benar."”
(Ijtihad Rasul, hal: 52-53).

Hanya saja jika hasil ijtihad beliau itu salah, Allah menurunkan wahyu yang tidak
membenarkan hasil ijtihad beliau dan menunjukkan kepada yang benar.
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Sebagai contoh hasil ijtihad beliau tentang tindakan yang diambil terhadap tawanan
perang Badar. Dalam hal ini beliau menanyakan terlebih dahulu kepada para sahabatnya.
Menurut Abu Bakar agar mereka (para tawanan perang Badar) dibebaskan dengan
membayar tebusan. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, mereka harus dibunuh,
karena mereka telah mendustakan dan mengusir Rasulullah SAW dari Makkah. Dari dua
pendapat tersebut, beliau memilih pendapat Abu Bakar. Kemudian turun ayat Al-Qur'an
yang tidak membenarkan pilihan beliau tersebut dan menunjukkan kepada yang benar,
yakni :

Z G-’i.i;:*' \-“uu-";" &;d}#lﬂuﬁu@u%
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Artinya :
"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan
musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah
menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."
(Al-Anfaal: 67).

Jika terhadap hasil ijtihad Rasulullah SAW tersebut, tidak diturunkan wahyu yang tidak
membenarkan dan menunjukkan kepada yang benar, berarti hasil ijtihad beliau itu benar,
dan sudah barang tentu termasuk ke dalam kandungan pengertian As-Sunnah (Al-Hadits).

Kegiatan ijtihad pada masa ini, bukan saja dilakukan oleh beliau sendiri, melainkan
beliau juga memberi ijin kepada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad dalam
memutuskan suatu perkara atau dalam menghadapi suatu persoalan yang belum ada
ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana yang terjadi ketika
beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang diterangkan dalam hadits sebagai
berikut :
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Artinya
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"(Rasulullah SAW bertanya) : Bagaimana cara kamu memutusi jika datang kepadamu
suatu perkara? la menjawab : Saya putusi dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab
Allah. Beliau bertanya : Jika tidak kamu dapati (hukum itu) dalam kitah Allah? la
menjawab : Maka dengan Sunnah Rasulullah. Beliau bertanya : Jika tidak kamu dapati
dalam Sunnah Rasulullah juga dalam kitab Allah? la menjawab : Saya akan berijtihad
dengan pikiran dan saya tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah SAW menepuk
dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan
Rasulullah SAW yang diridlai oleh Rasulullah.” (HR. Abu Daud).

Bahkan beliau pernah memerintahkan ‘Amr bin 'Ash untuk memberi keputusan terhadap
suatu perkara, padahal beliau di hadapannya. Atas perintah itu, lalu 'Amr bertanya kepada
beliau :

Sebagai contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, yakni ijtihad yang dilakukan oleh
'"Amar bin Yasir, sebagai berikut :

i-"_,‘__, L - TH e
JE:-lqé_g-Lm.aM LL‘Z‘J "'Ll-1|'1_......=9 /,lSi._...L:-1

=

AR C L §E 224 “”Gmﬁli"ﬁ

WK A e Ui
=3 el ..»*"’ e

ufi?f:a&:-‘f\éﬁ ﬁ.ﬂuﬂﬁ*

L f“"""..! (TR 2l

Artinya:

"Saya telah berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling pada debu
kemudian saya mengerjakan shalat. Lalu hal itu, saya sampaikan kepada Nabi SAW.
Maka beliau bersabda : Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini : Nabi menepuk
tanah dengan dua telapak tangannya kemudian meniupnya, lalu menyapukannya ke
wajahnya dan dua telapak tanganya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadits di atas, 'Ammar bin Yasir menggiyaskan debu dan air untuk mandi dalam
menghilangkan junubnya, sehingga ia dalam menghilangkan junub karena tidak
mendapatkan air itu, dilakukan dengan berguling-guling di atas debu. Namun hasil
ijtihadnya ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

Hasil ijtihad para sahabat tidak dapat dijadikan sumber hukum atau tidak mempunyai
kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh kaum muslimin, kecuali jika hasil
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ijtihadnya telah mendapat pengesahan atau pengakuan dari Rasulullah SAW dan tidak
diturunkan wahyu yang tidak membenarkannya.

Dari uraian di atas dapat dipetik arti bahwa ijtihad baik yang dilakukan oleh Rasulullah
SAW maupun oleh para sahabatnya pada masa ini tidak merupakan sumber hukum,
karena keberadaan atau berlakunya hasil ijtihad kembali kepada wahyu.

Akan tetapi dengan adanya kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa ini, mempunyai
hikmah yang besar, karena hal itu merupakan petunjuk bagi para sahabat dan para ulama
dari generasi selanjutnya untuk berijtihad pada masa-masanya dalam menghadapi
berbagai persoalan baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW atau yang tidak
didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Memang, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut
ketetapan hukumnya. Untuk itu para sahabat berijtihad, mencari ketetapan hukumnya.
Setelah wafat Rasulullah SAW sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para sahabat
pada masa ini, tidak lagi disahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian
semenjak masa sahabat ijtihad sudah merupakan sumber hukum.

Sebagai contoh hasil ijtihad para sahabat, yaitu : Umar bin Khattab RA tidak
menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan
(darurat/terpaksa). Dan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa wanita yang suaminya
meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, hanya berhak
mendapatkan mut'ah. Ali menyamakan kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang
telah dicerai oleh suaminya dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, yang
oleh syara’ ditetapkan hak mut‘ah baginya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :
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Artinya

"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri- |ster|mu
sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
Dan hendaklah kamu memberikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),
yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi
orang-orang yang berbuat kebajikan." (Al-Bagarah : 236).

Dari contoh-contoh ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, demikian pula oleh
para sahabatnya baik di kala Rasulullah SAW masih hidup atau setelah beliau wafat,
tampak adanya cara-cara yang digunakannya, sekalipun tidak dikemukakan dan tidak
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disusun kaidah-kaidah (aturan-aturan)nya ; sebagaimana yang kita kenal dalam llmu
Ushul Figh ; karena pada masa Rasulullah SAW, demikian pula pada masa sahabatnya,
tidak dibutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtinad dengan kata lain pada masa
Rasulullah SAW dan pada masa sahabat telah terjadi praktek berijtihad, hanya saja pada
waktu-waktu itu tidak disusun sebagai suatu ilmu yang kelak disebut dengan llmu Ushul
Figh karena pada waktu-waktu itu tidak dibutuhkan adanya. Yang demikian itu, karena
Rasulullah SAW mengetahui cara-cara nash dalam menunjukkan hukum baik secara
langsung atau tidak langsung, sehingga beliau tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah
dalam berijtihad, karena mereka mengetahui sebab-sebab turun (asbabun nuzul) ayat-ayat
Al-Qur'an, sebab-sebab datang (asbabul wurud) Al- Hadits, mempunyai ketajaman dalam
memahami rahasia-rahasia, tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum yang
mereka peroleh karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam
terhadap bahasa mereka sendiri (Arab) yang juga bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Dengan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka mampu berijtihad tanpa
membutuhkan adanya kaidah-kaidah.

Pada masa tabi'in, tabi'it-tabi'in dan para imam mujtahid, di sekitar abad 11 dan Il
Hijriyah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah
yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan
beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama
yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu
yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan
penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan
hukum yang timbul. Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-
Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari
ketetapan hukumnya.

Karena banyaknya persoalan-persoalan hukum yang timbul dan karena pengaruh
kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang berkembang dengan pesat yang
terjadi pada masa ini, kegiatan ijtihad juga mencapai kemajuan yang besar dan lebih
bersemarak.

Dalam pada itu, pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan
antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya.
Perbedaan dan perdebatan tersebut, bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah
yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah.

Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah
syari'ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam
menetapkan hukum dalam berijtihad.

Demikian pula dengan semakin luasnya daerah kekuasan Islam dan banyaknya penduduk
yang bukan bangsa Arab memeluk agama Islam. Maka terjadilah pergaulan antara orang-
orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka itu
membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab,
baik berupa ejaan, kata-kata maupun dalam susunan kalimat, baik dalam ucapan maupun
dalam tulisan. Keadaan yang demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan dan
kemungkinan-kemungkinan dalam memahami nash-nash syara'. Hal ini mendorong para
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ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lughawiyah (bahasa), agar dapat memahami nash-
nash syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya
nash-nash tersebut.

Dengan disusunnya kaidah-kaidah syar'iyah dan kaidah-kaidah lughawiyah dalam
berijtihad pada abad 11 Hijriyah, maka telah terwujudlah Ilmu Ushul Figh.

Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab Ilmu Ushul
Figh ialah Imam Abu Yusuf -murid Imam Abu Hanifah- akan tetapi kitab tersebut tidak
sampai kepada Kita.

Diterangkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ulama yang pertama kali membukukan
kaidah-kaidah Ilmu Ushul Figh dengan disertai alasan-alasannya adalah Muhammad bin
Idris asy-Syafi‘iy (150-204 H) dalam sebuah kitab yang diberi nama Ar-Risalah. Dan
kitab tersebut adalah kitab dalam bidang IImu Ushul Figh yang pertama sampai kepada
kita. Oleh karena itu terkenal di kalangan para ulama, bahwa beliau adalah pencipta Iimu
Ushul Figh.

Pembahasan tentang lImu Ushul Figh ini, kemudian dilanjutkan oleh para ulama generasi
selanjutnya.

.2 Ushul Figh

Objek Pembahasan IImu Ushul Figh

Objek pembahasan dari Ushul figh meliputi tentang dalil, hukum, kaidah dan ijtihad

Sesuai dengan keterangan tentang pengertian Ilmu Ushul Figh di depan, maka yang menjadi
obyek pembahasannya, meliputi :

1. Pembahasan tentang dalil.
Pembahasan tentang dalil dalam ilmu Ushul Figh adalah secara global. Di sini
dibahas tentang macam-macamnya, rukun atau syarat masing-masing dari
macam-macam dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Jadi di dalam
Ilmu Ushul Figh tidak dibahas satu persatu dalil bagi setiap perbuatan.

2. Pembahasan tentang hukum
Pembahasan tentang hukum dalam Ilmu Ushul Figh adalah secara umum,
tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Pembahasan
tentang hukum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan
syarat-syaratnya. Yang menetapkan hukum (al-hakim), orang yang dibebani
hukum (al-mahkum ‘'alaih) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (al-
mahkum bih) dan macam-macamnya dan perbuatan-perbuatan yang ditetapi
hukum (al-mahkum fih) serta syarat-syaratnya.

3. Pembahasan tentang kaidah.
Pembahasan tentang kaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh
hukum dari dalil-dalilnya antara lain mengenai macam-macamnya,
kehujjahannya dan hukum-hukum dalam mengamalkannya.

4. Pembahasan tentang ijtihad
Dalam pembahasan ini, dibicarakan tentang macam-macamnya, syarat-
syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan orang
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dilihat dari kaca mata ijtihad dan hukum melakukan ijtihad.

:2 Ushul Figh

Aliran-Aliran dalam Ilmu Ushul Figh

Perbedaan pendapat yang sering terjadi diantara para ulama dalam hal penetapan istilah
untuk suatu pengertian penting.

Dalam membahas IImu Ushul Figh, para ulama tidak selalu sepakat dalam menetapkan
istilah-istilah untuk suatu pengertian dan dalam menetapkan jalan-jalan yang ditempuh
dalam pembahasannya. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi dua aliran, yaitu Aliran
Mutakallimin dan Aliran Hanafiyah.

1. Aliran Mutakallimin

Para ulama dalam aliran ini dalam pembahasannya dengan menggunakan cara-cara yang
digunakan dalam ilmu kalam yakni menetapkan kaidah ditopang dengan alasan-alasan
yang kuat baik nagliy (dengan nash) maupun 'agliy (dengan akal fikiran) tanpa terikat
dengan hukum furu' yang telah ada dari madzhab manapun, sesuai atau tidak sesuai
kaidah dengan hukum-hukum furu' tersebut tidak menjadi persoalan. Aliran ini diikuti
oleh para ulama dari golongan Mu'tazilah, Malikiyah, dan Syafi‘iyah.

Di antara kitab-kitab Ilmu Ushul Figh dalam aliran ini, yaitu :

1. Kitab Al-Mu'tamad disusun oleh Abdul Husain Muhammad bin Aliy al-Bashriy
al-Mu'taziliy asy-Syafi'iy (wafat pada tahun 463 Hijriyah).

2. Kitab Al-Burhan disusun oleh Abdul Ma‘aliy Abdul Malik bin Abdullah al-
Jawainiy an-Naisaburiy asy-Syafi'iy yang terkenal dengan nama Imam Al-
Huramain ( wafat pada tahun 487 Hijriyah).

3. Kitab Al Mushtashfa disusun oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al
Ghazaliy Asy Syafi ' iy ( wafat pada tahun 505 Hijriyah).

Dari tiga kitab tersebut yang dapat ditemui hanyalah kitab Al Musht.shfa, sedangkan dua
kitab lainnya hanya dapat dijumpai nukilan-nukilannya dalam kitab yang disusun oleh
para ulama berikut, seperti nukilan kitab dari Al Burhan oleh A1 Asnawiy dalam kitab
Syahrul Minha;j .

Kitab-kitab yang datang berikutnya yakni kitab Al Mahshul disusun oleh Fakhruddin
Muhammad bin Umar Ar Raziy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 606 Hijriyah). Kitab ini
merupakan ringkasan dari tiga Kitab yang disebutkan di atas.

Kemudian kitab Al Mahshul ini diringkas lagi oleh dua orang yaitu :
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1. Tajjuddin Muhammad bin Hasan Al Armawiy (wafat pada tahun 656 Hijriyah)
dalam kitabnya yang diberi nama Al Hashil.

2. Mahmud bin Abu Bakar Al Armawiy (wafat pada tahun 672 Hijriyah) dalam
kitabnya yang berjudul At Tahshil.

Kemudian Al Qadliy Abdullah bin Umar Al Badlawiy (wafat pada tahun 675 Hijriyah)
menyusun kitab Minhajul Wu.shul ila 'llmil Ushul yang isinya disarikan dari kitab At
Tahshil. Akan tetapi karena terlalu ringkasnya isi kitab tersebut, maka sulit untuk dapat
dipahami. Hal inj mendorong para ulama berikutnya untuk menjelaskannya. Di antara
mereka yaitu Abdur Rahim bin Hasan AJ Asnawiy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 772
Hjjriyah) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan isi kitab Minhajul Wushul ila
"Ilmil Ushul tersebut.

Selain kitab Al Mashul yang merupakan ringkasan dari Kkitab-kitab Al Mu tamad, Al
Burhan dan Al Mushtashfa, masih ada kitab yang juga merupakan ringkasan dari tiga
kitab tersebut, yaitu kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam, disusun oleh Abdul Hasan Aliy
yang terkenal dengan nama Saifuddin Al Amidiy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 631
Hijriyah). Kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam ini kemudian diringkas oleh Abu Amr
Utsman bin Umar yang terkenal dengan nama Ibnul Hajib Al Malikiy (wafat pada tahun
646 Hijriyah) dalam kitabnya yang diberi nama Muntahal Su 'li wal Amal fi .1Imil Ushul
wal Jidal. Kemudian kitab itu beliau ringkas lagi dalam sebuah kitab, dengan nama
Mukhtasharul Muntaha. Kitab ini mirip dengan kitab Minhajul Wulshul ila 1.Imil Ushul,
sulit difahami karena ringkasnya. Hal ini mengundang minat para ulama berikutnya untuk
menjelaskannya. Di antara mereka ialah ' Adldluddin 'Abdur Rahman bin Ahmad Al
Ajjiy (wafat tahun 756 Hijriyah) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan kitab
Mukhtasharul Muntaha tersebut.

2. Aliran Hanafiyah.

Para ulama dalam aliran ini, dalam pembahasannya, berangkat dari hukum-hukum furu'
yang diterima dari imam-imam (madzhab) mereka; yakni dalam menetapkan kaidah
selalu berdasarkan kepada hukum-hukum furu ' yang diterima dari imam-imam mereka.
Jika terdapat kaidah yang bertentangan dengan hukum-hukum furu' yang diterima dari
imam-imam mereka, maka kaidah itu diubah sedemikian rupa dan disesuaikan dengan
hukum-hukum furu’ tersebut. Jadi para ulama dalam aliran ini selalu menjaga persesuaian
antara kaidah dengan hukum furu' yang diterima dari imam-imam mereka.

Di antara kitab-kitab Ilmu Ushul Figh dalam aliran ini, yaitu : kitab yang disusun oleh
Abu Bakar Ahmad bin' Aliy yang terkenal dengan sebutan Al Jashshash (wafat pada
tahun 380 Hijriyah), kitab yang disusun oleh Abu Zaid ' Ubaidillah bin 'Umar Al Qadliy
Ad Dabusiy (wafat pada tahun 430 Hijriyah), kitab yang disusun oleh Syamsul Aimmah
Muhammad bin Ahmad As Sarkhasiy (wafat pada tahun 483 Hijriyah). Kitab yang
disebut terakhir ini diberi penjelasan oleh Alauddin Abdul 'Aziz bin Ahmad Al Bukhariy
(wafat pada tahun 730 Hijriyah) dalam kitabnya yang diberi nama Kasyful Asrar .Dan
juga kitab llmu Ushul Figh dalam aliran ini ialah kitab yang disusun oleh Hafidhuddin
'‘Abdullah bin Ahmad An Nasafiy (wafat pada tahun 790 Hijriyah) yang berjudul 'Al
Manar, dan syarahnya yang terbaik yaitu Misykatul Anwar.
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Dalam abad itu muncul para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua
aliran tersebut di atas, yakni dalam menetapkan kaidah, memperhatikan alasan-alasannya
yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum furu'. Di antara
mereka itu ialah : Mudhafaruddin Ahmad bin 'Aliy As Sya‘atiy Al Baghdadiy (wafat pada
tahun 694 Hijriyah) dengan menulis kitab Badi'un Nidham yang merupakan paduan kitab
yang disusun oleh Al Bazdawiy dengan kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam yang ditulis
oleh Al Amidiy; dan Syadrusiy Syari'ah 'Ubaidillah bin Mas'ud Al Bukhariy Al Hanafiy
(wafat pada tahun 747 Hijriyah) menyusun kitab Tangihul Ushul yang kemudian
diberikan penjelasan-penjelasan dalam kitabnya yang berjudul At Taudlih . Kitab tersebut
merupakan ringkasan kitab yang disusun oleh Al Bazdawiy, kitab Al Mahshul oleh Ar
Raziy dan kitab Mukhtasharul Muntaha oleh Ibnul Hajib. Demikian pula termasuk ulama
yang memadukan dua aliran tersebut di atas, yaitu Tajuddin 'Abdul Wahhab bin* Aliy As
Subkiy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 771 Hijriyah) dengan menyusun kitab Jam'ul
Jawami' dan Kamaluddin Muhammad 'Abdul Wahid yang terkenal dengan Ibnul Humam
(wafat pada tahun 861 Hijriyah) dengan menyusun kitab yang diberi nama At Tahrir.

Dalam kaitan dengan pembahasan IImu Ushul Figh ini, perlu dikemukakan bahwa Imam
Abu Ishag Ibrahim bin Musa Asy Syatibiy ( wafat pada tahun 760 Hijriyah) telah
menyusun sebuah kitab Ilmu Ushul Figh, yang diberi nama A1 Muwafagat. Dalam kitab
tersebut selain dibahas kaidah-kaidah juga dibahas tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum.

Kemudian perlu pula diketahui kitab-kitab Ilmu Ushul Figh yang disusun oleh para ulama
pada masa belakangan ini, antara lain: kitab Irsyadul Fuhul i/a Tahqigi/ Hag min ‘I/mil
Ushu/ oleh Imam Muhammad bin'" Aliy Asy Syaukaniy (wafat pada tahun 1255
Hijriyah), kitab Tashilu/ Wushu/ i/a 'llmi/ Ushu/ oleh Syaikh Muhammad 'Abdur Rahman
Al Mihlawiy (wafat pada tahun 1920 Hijriyah); kitab Ushu/u/ Figh oleh Syaikh
Muhammad Al Khudlariy Bak (wafat pada tahun 1345 Hijriyah/ 1927 Masehi) dan
kitab-kitab 1lmu Ushul Figh yang lain.

.2 Ushul Figh

Kegunaan mempelajari ilmu Ushul Figh

Dimaksudkan dengan adanya kaidah-kaidah dalam Ilmu Ushul Figh, yaitu untuk
diterapkan pada dalil-dalil syara' yang terperinci dan sebagai rujukan bagi hukum-hukum
furu' hasil ijtihad para ulama.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil syara' yang terperinci, maka dapat
dipahami kandungan nash-nash syara' dan diketahui hukum-hukum yang ditunjukinya,
sehingga dengan demikian dapat diperoleh hukum perbuatan atau perbuatan- perbuatan
dari nash tersebut. Dengan menerapkan kaidah-kaidah itu dapat juga ditentukan jalan
keluar (sikap) yang diambil dikala menghadapi nash-nash yang saling bertentangan,
sehingga dapat ditentukan pula hukum perbuatan dari nash atau nash-nash sesuai dengan
jalan keluar yang diambil. Demikian pula dengar menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-
dalil seperti : giyas, istihsan, istishlah, istishab dan lain sebagainya, dapat diperoleh
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hukum perbuatan-perbuatan yang tidak didapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dari sisi ini jelaslah bahwa kegunaan Ilmu Ushul Figh ialah untuk memperoleh hukum-
hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci, sebagaimana yang
tertuang dalan pengertian IImu Ushul Figh yang telah dipaparkan di depan. Kegunaan
ilmu Ushul Figh yang demikian itu, masih sangat diperlukan bahkan dapat dikatakan
inilah kegunaan yang pokok, karena meskipun para ulama terdahulu telah berusaha untuk
mengeluarkan hukum dalam berbagai persoalan, namun dengan perubahan dan
perkembangan zaman yang terus berjalan, demikian pula dengan bervariasinya
lingkungan alam dan kondisi sosial pada berbagai daerah, adalah faktor-faktor yang
sangat memungkinkan sebagai penyebab timbulnya persoalan-persoalan hukum yang
baru; yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan
belum pernah terpikirkan oleh para ulama terdahulu. Untuk dapat mengeluarkan
ketetapan hukum persoalan-persoalan tersebut, seseorang harus mengetahui kaidah-
kaidah dan mampu menerapkannya pada dalil-dalilnya.

Sedangkan dengan menjadikan kaidah-kaidah sebagai rujukan bagi hukum-hukum furu’
hasil ijtihad para ulama, maka dari sini dapat diketahui dalil-dalil yang digunakan dan
cara-cara yang ditempuh dalam memperoleh atau mengeluarkan hukum-hukum furu’
tersebut, karena tidak jarang dijumpai dalam sebagian kitab-kitab figh yang menyebutkan
hukum-hukum furu’ hasil ijtihad seorang ulama atau sekelompok ulama, tanpa disebutkan
dalil-dalil dan cara-cara pengambilan hukum itu. Begitu juga dapat diketahui sebab-sebab
terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama, sebab terjadinya perbedaan pendapat
para ulama tersebut pada hakekatnya berpangkal dari perbedaan dalil atau dari perbedaan
cara yang ditempuh untuk sampai kepada hukum furu' yang diambilnya. Bahkan dapat
pula untuk menyeleksi pendapat-pendapat yang berbeda dari seorang ulama, dengan
memilih pendapat yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang digunakan oleh ulama
tersebut dalam menetapkan hukum.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dari sisi ini, Ilmu Ushul Figh dapat digunakan
untuk mengetahui alasan-alasan pendapat para ulama. Kegunaan ini juga mempunyai arti
yang penting, karena jika mungkin seseorang akan dapat memilih pendapat yang

dipandang lebih kuat atau setidak-tidaknya seseorang dalam mengikuti pendapat ulama
harus mengetahui alasan-alasannya.

.2 Ushul Figh

Dalil Ijtihadi

Pada pembahasan ini akan diterangkan dalil-dalil ijtihadi, yaitu dalil-dalil yang bukan
berasal dari nash, tetapi berasal dari dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dan ada
hubungannya dengan asas-asas pokok agama Islam yang terdapat dalam nash.

Yang termasuk dalil-dalil ijtihadi, ialah :

1. Ijma’.
2. Qiyas.
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Istihsan.

Maslahat mursalah.
'Urf.

Syar'un man gablana.
Istishhab.
Saddudz-dzara'i.
Madzhab sahabat.

©CoOoNoOA®

.2 Ushul Figh

[jma®

Obyek ijma’ ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalarn al-Qur'an
dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah
(ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu‘'amalat, bidang
kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi
tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits

1. Pengertian ijma’

Ijma’ menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal,

i g
157 ] sl el
seperti perkataan seseorang ( "‘l‘f"‘)d
(sependapat) tentang yang demikian itu."

]
t-r ) yang berati "kaum itu telah sepakat

Menurut istilah ijma’, ialah kesepakatan mujtahid ummat Islam tentang hukum syara’ dari
peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebagai contoh ialah
setelah Rasulullah SAW meninggal dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti
beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat
untuk mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu
Bakar RA sebagai khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang
menyetujui pengangkatan Abu Bakar RA itu, namun kemudian semua kaum muslimin
menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma’.

2. Dasar hukum ijma’
Dasar hukum ijma’ berupa al-Qur'an, al-Hadits dan akal pikiran.
a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil
amri diantara kamu." (an-Nisa": 59)

Perkataan amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan atau urusan yang
bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia
ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama
ialah para mujtahid.

Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu
ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan
dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

Firman Allah SWT;

;.r,-.-- 1 e _,.--r

mu—ﬂyﬂ
Artinya:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu
bercerai-berai.” (Ali Imran: 103)

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin bersatu padu, jangan sekali-kali bercerai-beral.
Termasuk dalam pengertian bersatu itu ialah berijma’ (bersepakat) dan dilarang bercerai-
berai, yaitu dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para
mujtahid.

Firman Allah SWT:

’ 'ﬁr’ L LA /v
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Artinya: "Dan barangsiapa yang menantang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, Kami biarkan ia berkuasa
terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukan ia ke dalam jahannam
dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (an-Nisa": 115)
Pada ayat di atas terdapat perkataan sabilil mu'minina yang berarti jalan orang-orang

yang beriman. Jalan yang disepakati orang-orang beriman dapat diartikan dengan ijma’,
sehingga maksud ayat ialah: "barangsiapa yang tidak mengikuti ijma' para mujtahidin,
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mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka."
b. Al-Hadits

Bila para mujtahid telah melakukan ijma’ tentang hukum syara' dari suatu peristiwa atau
kejadian, maka ijma’ itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan
kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta, sebagaimana
sabda Rasulullah SAW:
o 4;; - .-
N Y \ . » - -
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Artinya: "umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan."” (HR. Abu Daud
dan Tirmidzi)

c. Akal pikiran

Setiap ijma’ yang dilakukan atas hukum syara’, hendaklah dilakukan dan dibina atas asas-
asas pokok ajaran Islam. Karena itu setiap mujtahid dalam berijtinad hendaklah
mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam
berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bila ia berijtihad dan dalam
berijtihad itu ia menggunakan nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas
maksimum dari yang mungkin dipahami dari nash itu. Sebaliknya jika dalam berijtihad,
ia tidak menemukan satu nashpun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam
berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam, karena itu ia
boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nash, seperti giyas, istihsan dan sebagainya.
Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil ijtihad yang
telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi al-Qur'an dan al-Hadits,
karena semuanya dilakukan berdasar petunjuk kedua dalil ltu. Jika seorang mujtahid
boleh melakukan seperti ketentuan di atas, kemudian pendapatnya boleh diamalkan,
tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa
lebih utama diamalkan.

3. Rukun-rukun ijma’

Dari definisi dan dasar hukum ijma’ di atas, maka ulama ushul figh menetapkan rukun-
rukun ijma’ sebagai berikut:

1. Harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid
itulah yang melakukan kesepakatan (menetapkan hukum peristiwa itu.
Seandainya tidak ada beberapa orang mujtahid di waktu terjadinya suatu peristiwa
tentulah tidak akan terjadi ijma’, karena ijma’ itu harus dilakukan oleh beberapa
orang.

2. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam
dunia Islam. Jika kesepakatan itu hanya dilakukan oleh para mujtahid yang ada
pada suatu negara saja, maka kesepakatan yang demikian belum dapat dikatakan
suatu ijma’.

3. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia
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sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum (syara’) dari suatu
peristiwa yang terjadi pada masa itu. Jangan sekali-kali tersirat dalam kesepakatan
itu unsur-unsur paksaan, atau para mujtahid yang diharapkan kepada suatu
keadaan, sehingga ia harus menerima suatu keputusan. Kesepakatan itu dapat
dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pernyataan lisan, dengan
perbuatan atau dengan suatu sikap yang menyatakan bahwa ia setuju atas suatu
keputusan hukum yang telah disetujui oleh para mujtahid yang lain. Tentu saja
keputusan yang terbaik ialah keputusan sebagai hasil suatu musyawarah yang
dilakukan para mujtahid.

4. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh
mujtahid. Seandainya terjadi suatu kesepakatan oleh sebahagian besar mujtahid
yang ada, maka keputusan yang demikian belum pasti ke taraf ijma’. Ijma’' yang
demikian belum dapat dijadikan sebagai hujjah syari‘ah.

4. Kemungkinan terjadinya ijma’

Jika diperhatikan sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang,
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya ijma’, maka ijma’ dapat dibagi atas tiga
periode, yaitu:

1. Periode Rasulullah SAW;
2. Periode Khalifah Abu Bakar Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab; dan
3. Periode sesudahnya.

Pada masa Rasulullah SAW, beliau merupakan sumber hukum. Setiap ada peristiwa atau
kejadian, kaum muslimin mencari hukumnya pada al-Qur'an yang telah diturunkan dan
hadits yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika mereka tidak menemukannya
dalam kedua sumber itu, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Rasululah
adakalanya langsung menjawabnya, adakalanya menunggu ayat al-Qur'an turunkan Allah
SWT. Karena itu kaum muslimin masih satu, belum nampak perbedaan pendapat yang
menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang mereka alami.

Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kaum muslimin kehilangan tempat bertanya,
namun mereka telah mempunyai pegangan yang lengkap, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.
Jika ada kejadian atau peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, mereka berijtihad,
tetapi belum ada bukti yang nyata bahwa mereka telah berijma’. Seandainya ada ijma’ itu,
kemungkinan terjadi pada masa khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar atau sedikit
kemungkinan pada masa enam tahun pertama Khalifah Utsman. Hal ini adalah karena
pada masa itu kaum muslimin masih satu, belum ada perbedaan pendapat yang tajam
diantara kaum muslimin, disamping daerah Islam belum begitu luas, masih mungkin
mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid.

Setelah enam tahun bahagian kedua kekhalifahan Utsman, mulailah nampak gejala-gejala
perpecahan di kalangan kaum muslimin. Hal ini dimulai dengan tindakan Utsman
mengangkat anggota keluarganya sebagai penjabat jabatan-jabatan penting dalam
pemerintahan (nepotisme). Setelah Khalifah Utsman terbunuh, perpecahan di kalangan
kaum muslimin semakin terjadi, seperti peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan
Mu'awiyah bin Abu Sofyan, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang

18 | Tidak merenungi hukum Allohadalah kesalahan besar bagi mufti



:: Ushul Figh:: | Indo

terkenal dengan perang Jamal, timbul golongan Khawarij, golongan Syi'ah golongan
Mu'awiyah dan sebagainya. Demikianlah perselisihan dan perpecahan itu terjadi pula
semasa dinasti Amawiyah, semasa dinasti Abbasiyah, semasa dinasti Fathimiyah dan
sebagainya, sehingga dana dan tenaga umat Islam terkuras dan habis karenanya.

Disamping itu daerah Islam semakin luas, sejak dari Asia Tengah (Rusia Selatan
sekarang) sampai kebagian tengah benua Afrika, sejak ujung Afrika Barat sampai
Indonesia, Tiongkok Selatan, Semenanjung Balkan dan Asia Kecil. Karena itu amat sukar
melakukan ijma’ dalam keadaan dan luas daerah yang demikian.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ijma’tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW;

2. Ijma’ mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin
Khattab, dan enam tahun pertama Khalifah Utsman; dan c. Setelah masa enam
tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman sampai saat ini tidak mungkin terjadi
ijma’ sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan di atas, mengingat keadaan
kaum muslim yang tidak bersatu serta luasnya daerah yang berpenduduk Islam.

Pada masa sekarang telah banyak berdiri negara-negara Islam yang berdaulat atau suatu
negara yang bukan negara Islam tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam atau
minoritas penduduknya beragama Islam. Pada negara-negara tersebut sekalipun
penduduknya minoritas beragama Islam, tetapi ada peraturan atau undang-undang yang
khusus bagi umat Islam. Misalnya India, mayoritas penduduknya beragama Hindu, hanya
sebagian kecil yang beragama Islam. Tetapi diberlakukan undang-undang perkawinan
khusus bagi umat Islam. Undang-undang itu ditetapkan oleh pemerintah dan parlemen
India setelah musyawarah dengan para mujtahid kaum muslimin yang ada di India. Jika
persepakatan para mujtahid India itu dapat dikatakan sebagai ijma’, maka ada
kemungkinan terjadinya ijma’ pada masa setelah Khalifah Utsman sampai sekarang
sekalipun ijma’ itu hanya dapat dikatakan sebagai ijma’ lokal.

Jika demikian dapat ditetapkan definisi ijma’, yaitu keputusan hukum yang diambil oleh
wakil-wakil umat Islam atau para mujtahid yang mewakili segala lapisan masyarakat
umat Islam. Karena dapat dikatakan sebagai ulil amri sebagaimana yang tersebut pada
ayat 59 surat an-Nis&' atau sebagai ahlul halli wal 'aqdi. Mereka diberi hak oleh agama
Islam untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur
kepentingan-kepentingan rakyat mereka.

Hal yang demikian dibolehkan dalam agam lIslam. Jika agama Islam membolehkan
seorang yang memenuhi syarat-syarat mujtahid untuk berijtihad, tentu saja beberapa
orang mujtahid dalam suatu negara boleh pula bersama-sama memecahkan permasalahan
kaum muslimin kemudian menetapkan suatu hukum atau peraturan. Pendapat sebagai
hasil usaha yang dilakukan orang banyak tentu lebih tinggi nilainya dari pendapat yang
dilakukan oleh orang seorang.

5. Macam-macam ijma’

Sekalipun sukar membuktikan apakah ijma’ benar-benar terjadi, namun dalam kitab-kitab
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figh dan ushul figh diterangkan macam-macam ijma’. Diterangkan bahwa ijma’' itu dapat
ditinjau dari beberapa segi dan tiap-tiap segi terdiri atas beberapa macam.

Ditinjau dari segi cara terjadinya, maka ijma’ terdiri atas:

1. ljma’ bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan
tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma’ bayani disebut juga ijma’ shahih,
ijma’ qauli atau ijma' haqiqi;

2. Ijma’" sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak
menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau
tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah
dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma’ seperti ini disebut juga
ijma’ "itibari.

Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma’, dapat dibagi kepada:

1. ljma’ gath'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma’ itu adalah gath'i diyakini benar
terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian
yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma’ yang dilakukan pada waktu yang
lain;

2. ljma' dhanni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma’ itu dhanni, masih ada
kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah
ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma’ yang
dilakukan pada waktu yang lain.

Dalam kitab-kitab figh terdapat pula beberapa macam ijma’ yang dihubungkan dengan
masa terjadi, tempat terjadi atau orang yang melaksanakannya. ljma'-ijma’ itu ialah:

1. Ijma’ sahabat, yaitu ijma’ yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW;

2. ljma’ khulafaurrasyidin, yaitu ijma’ yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar,
Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan
pada masa ke-empat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar.
Setelah Abu Bakar meninggal dunia ijma’ tersebut tidak dapat dilakukan lagi;

3. Ijma’ shaikhan, yaitu ijma’ yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin
Khattab;

4. ljma" ahli Madinah, yaitu ijma’ yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijma’
ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab
Maliki, tetapi Madzhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber
hukum Islam;

5. Ijma’ ulama Kufah, yaitu ijma’ yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madzhab
Hanafi menjadikan ijma’ ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

6. Obyek ijma’
Obyek ijma’ ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalarn al-Qur'an
dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah

(ibadat yanng tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu'amalat, bidang
kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi

20 | Tidak merenungi hukum Allohadalah kesalahan besar bagi mufti



:: Ushul Figh:: | Indo

tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits.
22 Ushul Figh

Qiyas

Qiyas Sebagian besar para ulama figh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat
bahwa giyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum
dalam ajaran Islam

1. Pengertian giyas

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur, seperti
menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama,
bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Qiyas juga berarti mengukur,
seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula
membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya.

Menurut para ulama ushul figh, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa
yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian
atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada
persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

Telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak
ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkannya. Untuk menetapkan
hukumnya dapat ditempuh dengan cara giyas, yaitu dengan mencari peristiwa yang lain
yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, serta antara kedua kejadian atau peristiwa
itu ada persamaan ‘illat. Jadi suatu giyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini
bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan
hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh
seorang yang akan melakukan giyas, ialah mencari: apakah ada nash yang dapat
dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini
benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan giyas. Agar lebih mudah
memahaminya dikemukakan contoh-contoh berikut:

a. Minum narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak
satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan
hukumnya dapat ditempuh cara giyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah

ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan
berdasar firman Allah SWT.
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Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr; berjudi, menyembah
patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor,
termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat
keberuntungan.” (al-Maidah: 90)

Antara minum narkotik dan minum khamr ada persamaan, illatnya, yaitu sama-sama
berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan
persamaan ‘illat itu ditetapkanlah hukum meminum narkotik itu yaitu haram,
sebagaimana haramnya meminum khamr.

b. Si A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah
ditentukan, jika B meninggal dunia. A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan,
karena itu dibunuhnyalah B. Timbul persoalan: Apakah A tetap memperoleh tanah yang
diwasiatkan itu? Untuk menetapkan hukumnya dicarilah kejadian yang lain yang
ditetapkan hukumnya berdasar nash dan ada pula persamaan ‘illatnya. Perbuatan itulalah
pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya,
karena ingin segera memperoleh harta warisan.

Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda:

A -
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Artinya:

"Orang yang membunuh (orang yang akan diwarisinya) tidak berhak mewarisi.” (HR.
Tirmidzi)

Antara kedua peristiwa itu ada persamaan ‘illatnya, yaitu ingin segera memperoleh
sesuatu sebelum sampai waktu yang ditentukan. Berdasarkan persamaan 'illat itu dapat
ditetapkan hukum bahwa si A haram memperoleh tanah yang diwariskan B untuknya,
karena ia telah membunuh orang yang telah berwasiat untuknya, sebagaimana orang yang
membunuh orang yang akan diwarisinya, diharamkan memperolah harta warisan dari
orang yang telah dibunuhnya.

c. Terus melakukan sesuatu pekerjaan, seperti mencangkul di sawah, bekerja di kantor,
dan sebagainya setelah mendengar adzan untuk melakukan shalat Jum'at belum
ditetapkan hukumnya. Lalu dicari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya
berdasar nash dan ada pula persamaan 'illatnya, yaitu terus menerus melakukan jual beli
setelah mendengar adzan Jum'at, yang hukumnya makruh. Berdasar firman Allah SWT:
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan (adzan) untuk sembahyang
hari Jum'at, maka hendaklah segera mengingat Allah (shalat Jum'at) dan meninggalkan
jual-beli. Yang demikian itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui.” (al-Jumu'ah: 9)

Antara kedua pekerjaan itu ada persamaan ‘illatnya, karena itu dapat pula ditetapkan
hukum mengerjakan suatu pekerjaan setelah mendengar adzan Jum'at, yaitu makruh
seperti hukum melakukan jual-beli setelah mendengar adzan Ju'mat.

Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan giyas ada satu peristiwa
atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang tidak ada satupun nash yang dapat
dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian itu,
dicarilah peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kedua
peristiwa atau kejadian itu mempunyai ‘illat yang sama pula. Kemudian ditetapkanlah
hukum peristiwa atau kejadian yang pertama sama dengan hukum peristiwa atau kejadian
yang kedua.

2. Dasar hukum giyas

Sebagian besar para ulama figh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat
bahwa giyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan hukum
dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan giyas
atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbathkan hukum, ada
yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya, namun semua mereka itu
barulah melakukan giyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu
nashpun yang dapat dijadikan dasar.

Hanya sebagian kecil para ulama yang tidak membolehkan pemakaian giyas sebagai
dasar hujjah, diantaranya ialah salah satu cabang Madzhab Dzahiri dan Madzhab Syi‘ah.

Mengenai dasar hukum giyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah, ialah al-
Qur'an dan al-Hadits dan perbuatan sahabat yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Allah SWT berfirman:
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil
amri kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah
ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang
demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (an-Nis&": 59)

Dari ayat di atas dapat diambilah pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan kaum
muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Jika tidak
ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits hendaklah mengikuti pendapat ulil amri. Jika tidak ada
pendapat ulil amri boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada al-
Qur'an dan al-Hadits, yaitu dengan menghubungkan atau memperbandingkannya dengan
yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal ini banyak cara yang dapat
dilakukan diantaranya dengan melakukan giyas.
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Artinya:

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab dari kampung halaman mereka
pada pengusiran pertama kali. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan keluar dan
merekapun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menghindarkan mereka
dari (siksaan) Allah, akan tetapi Allah mendatangkan kepada mereka (siksaan) dari arah
yang tidak mereka sangka. Dan Allah menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka, dan
mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-
tangan orang yang beriman. Maka ambillah tamsil dan ibarat (dari kejadian itu) hai
orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam." (al-Hasyr: 2)

Pada ayat di atas terdapat perkataan fa'tabird ya ulil abshar (maka ambillah tamsil dan
ibarat dari kejadian itu hai orang-orang yang mempunyai pandangan tajam). Maksudnya
ialah: Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar membandingkan kejadian yang
terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Jika
orang-orang beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir itu,
niscaya mereka akan memperoleh azab yang serupa. Dari penjelmaan ayat di atas dapat
dipahamkan bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara' dengan cara melakukan
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perbandingan, persamaan atau giyas.
b. Al-Hadits.

1. Setelah Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau
bertanya kepadanya:
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Artinya:

"Bagaimana (cara) kamul menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa
kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak
memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah
Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu‘adz menjawab:
Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh.
(Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi
Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat
sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-
Tirmidzi)

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam
menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur'an dan al-
Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam
berijtihad itu. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan giyas.

2. Rasulullah SAW pernah menggunakan giyas waktu menjawab pertanyaan yang
dikemukakan sahabat kepadanya, seperti:
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Artinya:

"Sesungguhnya seorang wanita dari gabilah Juhainah pernah menghadap Rasullah SAW
ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia
tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, apakah aku berkewajiban
melaksanakan hajinya? Rasullah SAW menjawab: Benar, laksanakanlah haji untuknya,
tahukah kamu, seandainya ibumu mempunnyai hutang, tentu kamu yang akan
melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama
untuk dibayar.” (HR. Bukhari dan an-Nasa'i)

Pada hadits di atas Rasulullah menggiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada
manusia. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia
dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat menunaikan nadzarnya
untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan
mengqiyaskannya kepada hutang. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan
berhutang, maka anaknya wajib melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah
lebih utama dibanding dengan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib
dibayar tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar. Dengan cara demikian
seakan-akan Rasulullah SAW menggunakan giyas aulawi.

c. Perbuatan sahabat

Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan giyas dalam menetapkan hukum suatu
peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar.
Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding
sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau
sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridha Abu Bakar
mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar
menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang

memberikan petunjuk bagaimana seharusnya sikap dan cara seorang hakim mengambil
keputusan. Diantara isi surat beliau itu ialah:
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Artinya:

"kemudian pahamilah benar-benar persoalan yang dikemukakan kepadamu tentang
perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian lakukanlah giyas
dalam keadaan demikian terhadap perkara-perkara itu dan carilah contoh-contohnya,
kemudian berpeganglah kepada pendapat engkau yang paling baik di sisi Allah dan yang
paling sesuai dengan kebenaran..."”

d. Akal

Tujuan Allah SWT menetapakan syara' bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu
setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash dan ada pula yang tidak
diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nash atau tidak ada nash yang dapat
dijadikan sebagai dasarnya ada yang ‘illatnya sesuai benar dengan ‘illat hukum dari
peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak
ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nash
karena ada persamaan ‘illatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada
hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara giyas.

Bila diperhatikan akan tampak bahwa nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits ada yang
bersifat umum penjelasannya dan ada yang bersifat khusus, ada yang mujmal dan ada
yang mubayyan. Biasanya yang bersifat umum dan mujmal, merupakan dasar-dasar
umum dari syari‘at Islam. Dalam pada itu peristiwa atau kejadian setiap saat bertambabh.
Banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang tidak pernah terjadi pada masa
Rasulullah, dan peristiwa itu perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada nash secara
khusus tentang masalah itu yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, tetapi prinsip-prinsip
umum dari peristiwa itu terpaham pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang
ditemukan harus dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dan Hadits. Dengan melakukan
giyas maka hukum dari setiap peristiwa yang terjadi dapat ditetapkan.

3. Alasan golongan yang tidak menerima giyas

Telah diterangkan bahwa ada golongan yang tidak menerima qiyas sebagai dasar hujjah.
Alasan-alasan yang mereka kemukakan, ialah:

a. Menurut mereka giyas dilakukan atas dasar dhan (dugaan keras), dan ‘illatnyapun

ditetapkan berdasarkan dugaan keras pula, sedang Allah SWT melarang kaum muslimin
mengikuti sesuatu yang dhan, berdasar firman Allah SWT:
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Artinya: "Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentang itu..." (al-1srad": 36)

b. Sebahagian sahabat mencela sekali orang yang menetapkan pendapat semata-mata
berdasarkan akal pikiran, seperti pernyataan Umar bin Khattab:
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Artinya: "Jauhilah oleh kamu golongan rasionalisme, karena mereka adalah musuh ahli
sunnah. Karena mereka tidak sanggup menghapal hadits-hadits, lalu mereka menyatakan
pendapat akal mereka (saja), sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang."

Jika diperhatikan alasan-alasan golongan yang tidak menggunakan giyas sebagai dasar
hujjan akan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Ayat 36 surat al-Isrd’, tidak
berhubungan dengan giyas, tetapi berhubungan dengan hawa nafsu seseorang yang ingin
memperoleh keuntungan walaupun dengan menipu, karena pada ayat-ayat sebelumnya
diterangkan hal-hal yang berhubungan dengan perintah menyempurnakan timbangan dan
sukatan, perintah Allah memberikan harta anak yatim dan sebagainya dan dilarang oleh
Allah melakukan tipuan dalam hal ini untuk mengambil harta orang lain. Sedang
penegasan Umar bin Khattab berawanan dengan isi suratnya kepada Mu'adz bin Jabal,
karena itu harus dicari penyelesaiannya. Pernyataan Umar di atas memperingatkan orang-
orang yang terlalu berani menetapkan hukum, lebih mengutamakan pikirannya dari nash-
nash yang ada dan tidak menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman rasionya di
dalam proses mencari dan menetapkan hukum atas masalah-masalah hukum yang baru.

Golongan ra'yu yang dimaksudkan Umar bin Khattab tersebut adalah mereka yang
menomorsatukan rasio, terlepas dari dari al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga kedudukan al-
Qur'an bagi mereka adalah nomor dua setelah rasio atau sudah dikesampinhkannya sama
sekali. Dalam hal ini jelas bahwa cara berfikir golongan ra'yu (rasional) yang dikecam
Umar bin Khattab tersebut tidak berfikir secara Islami. Apalagi kaum rasionalis tersebut
tidak dapat melepaskan diri dari subyektivitas kepentingan individu dan golongannya,
sedang surat Umar kepada Mu'adz membolehkan untuk melakukan giyas, jika tidak ada
nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa.

4. Rukun giyas
Ada empat rukun giyas, yaitu:

1. Ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya
berdasar nash. Ashal disebut juga magis 'alaih (yang menjadi ukuran) atau
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musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul ‘alaih (tempat
membandingkan);

2. Fara' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya
karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara' disebut juga
magqis (yang diukur) atau musyabbah (yang diserupakan) atau mahmul (yang
dibandingkan);

3. Hukum ashal, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasar nash dan
hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan
'illatnya; dan

4. ‘'lllat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada fara'.
Seandainya sifat ada pula pada fara’, maka persamaan sifat itu menjadi dasar
untuk menetapkan hukum fara' sama dengan hukum ashal.

Sebagai contoh adalah menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu
ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya.
Peristiwa ini disebut fara. Untuk menetapkan hukumnya dicari suatu peristiwa yang lain
yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash yang illatnya sama dengan peristiwa
pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim yang disebut ashal. Peristiwa
kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasar nash yaitu haram (hukum ashal)
berdasarkan firman Allah SWT:

o A st Raag AT et o’ : < ¢
PO YATR (W LA N A et ()
LA e .,-.-f..j!'..;.uf

VA sl s
Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim sebenarnya
mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang
menyala-nyala (neraka)."” (an-Nis&": 10)

Persamaan ‘illat antara kedua peristiwa ini, ialah sama-sama berakibat berkurang atau
habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim
sama dengan memakan harta anak yatim yaitu sama-sama haram.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
Ashal, ialah memakan harta anak yatim.
Fara', ialah menjual harta anak yatim.

Hukum ashal, ialah haram.
'lllat, ialah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim.

5. Syarat-syarat qiyas

Telah diterangkan rukun-rukun giyas. Tiap-tiap rukun itu mempunyai Syarat-syarat
sebagai berikut:
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a. Ashal dan fara'

Telah diterangkan bahwa ashal dan fara' berupa kejadian atau peristiwa. Yang pertama
mempunyai dasar nash, karena itu telah ditetapkan hukumnya, sedang yang kedua tidak
mempunyai dasar nash, sehingga belum ditetapkan hukumnya. Oleh sebab itu ashal
disyaratkan berupa peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasar
nash, sedang fara' berupa peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada
nash yang dapat dijadikan dasarnya. Hal ini berarti bahwa seandainya terjadi qiyas,
kemudian dikemukakan nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, maka giyas itu batal
dan hukum fara' itu ditetapkan berdasar nash yang baru ditemukan itu.

b. Hukum ashal
Ada beberapa syarat yang diperlukan bagi hukum ashal, yaitu:

1. Hukum ashal itu hendaklah hukum syara' yang amali yang telah ditetapkan
hukumnya berdasarkan nash. Hal ini diperlukan karena yang akan ditetapkan itu
adalah hukum syara’, sedang sandaran hukum syara' itu adalah nash. Atas dasar
yang demikian, maka jumhur ulama tidak berpendapat bahwa ijma’ tidak boleh
menjadi sandaran giyas. Mereka menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan
berdasarkan ijma’ adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak
mempunyai sandaran, selain dari kesepakatan dari mujtahid. Karena hukum yang
ditetapkan secara ijma’ tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga tidak
mungkin menggiyaskan hukum syara’ yang amali kepada hukum yang mujma’
‘alaih. Asy-Syaukani membolehkan ijma’ sebagai sandaran giyas.

2. 'llat hukum ashal itu adalah 'illat yang dapat dicapai oleh akal. Jika "illat hukum
ashal itu tidak dapat dicapai oleh akal, tidaklah mungkin hukum ashal itu
digunakan untuk menetapkan hukum pada peristiwa atau kejadian yang lain
(fara’) secara giyas. Sebagaimana diketahui bahwa syari‘at itu ditetapkan untuk
kemaslahatan manusia, serta berdasarkan ‘illat-'illat yang ada padanya. Tidak ada
hukum yang ditetapkan tanpa ‘illat. Hanya saja ada ‘illat yang sukar diketahui
bahkan ada yang sampai tidak diketahui oleh manusia, seperti apa illat shalat
Dzuhur ditetapkan empat raka'at, apa pula 'illat shalat Maghrib ditetapkan tiga
raka'at dan sebagainya tidak ada yang mengetahui ‘illathnya dengan pasti.
Disamping itu ada pula ada pula hukum yang 'illatnya dapat diketahui dengan
mudah, seperti kenapa diharamkan meminum khamar, haram mengambil harta
orang lain dan sebagainya. Hukum ashal kedua inilah yang dapat dijadikan
sandaran giyas.

3. Hukum ashal itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku
khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu.

Hukum ashal macam ini ada dua macam, yaitu:

1. 'llat hukum itu hanya ada pada hukum ashal saja, tidak mungkin pada
yang lain. Seperti dibolehkannya menggashar shalat bagi orang musafir.
'llat yang masuk akal dalam hal ini ialah untuk menghilangkan kesukaran
atau kesulitan (musyaqgqat) Tetapi al-Qur'an dan al-Hadits menerangkan
bahwa 'illat itu bukan karena adanya safar (perjalanan).
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2. Dalil (al-Quran dan al-Hadits) menunjukkan bahwa hukum ashal itu
berlaku khusus tidak berlaku pada kejadian atau peristiwa yang lain.
Seperti beristri lebih dari empat hanya dibolehkan bagi Nabi Muhammad
SAW saja dan istri beliau itu tidak boleh kawin dengan laki-laki lain
walaupun beliau telah meninggal dunia, dan sebagainya.

c. "lllat

‘[llat ialah suatu sifat yang ada pada ashal yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan
hukum ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara' yang belum ditetapkan hukumnya,
seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada
perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya
hukum menjual harta anak yatim.

Para ulama sepakat bahwa Allah SWT membentuk hukum dengan tujuan untuk
kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil
manfaat (jalbul manafi') dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya
(darul mafésid). Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari
pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.

Hikmah hukum berbeda dengan ‘illat hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong
pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan
manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta
terhindar dari segala macam kerusakan. 'lllat hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada
pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

‘Illat merupakan sifat dan keadaan yang melekat pada dan mendahului
peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum, sedangkan hikmah
adalah sebab positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum.
Sebagai contoh ialah seorang musafir boleh menggashar shalatnya, seperti mengerjakan
shalat Dzuhur yang empat raka'at menjadi dua raka'at dan sebagainya. Hikmahnya ialah
untuk menghilangkan kemusyaqqatan atau kemudharatan. Hikmah ini hanya merupakan
dugaan saja dan tidak dapat dijadikan dasar ada atau tidaknya hukum, sedang 'illat adalah
suatu yang nyata dan pasti, seperti safar (dalam perjalanan) menyebabkan seseorang
boleh mengqgashar shalat.

Mengenai ‘illat hukum dan sebab hukum, ada yang tidak membedakannya, mereka
menyamakan arti kedua istilah tersebut. Sebagian ulama lagi membedakannya, sekalipun
perbedaan itu sangat sedikit. Menurut mereka ‘illat hukum dapat dicapai oleh akal,
sedang sebab hukum ada yang dapat dicapai akal dan ada yang sukar dicapai oleh akal.
Sebenarnya untuk membedakan pengertian kedua istilah itu sukar dilakukan, karena ada
suatu peristiwa yang dalam peristiwa itu 'illat dan sebabnya sama. Seperti tergelincir
matahari pada siang hari merupakan sebab seorang muslim wajib mengerjakan shalat
Dzuhur, demikian pula terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Sya'ban
merupakan sebab kaum muslimin besoknya mengerjakan puasa bulan Ramadlan. Tetapi
terbenam dan tergelincirnya matahari itu bukanlah 'illat hukum karena kedua sebab itu
tidak terjangkau oleh akal. Lain halnya dengan safar (dalam perjalanan) disamping ia
merupakan 'illat hukum, juga merupakan sebab hukum yang membolehkannya untuk
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mengqgashar shalat.

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa sebab itu lebih umum dari ‘illat, dengan
perkataan lain bahwa semua ‘illat dapat dikatakan sebab, tetapi belum tentu semua sebab
dapat dikatakan "illat.

1. Syarat-syarat ‘illat
Ada empat macam syarat-syarat yang disepakati ulama, yaitu:

1. Sifat 'illat itu hendaknya nyata, masih terjangkau boleh akal dan pancaindera. Hal
ini diperlukan karena 'illat itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum
pada fara'. Seperti sifat menghabiskan harta anak yatim, terjangkau oleh
pancaindera dan akal, bahwa 'illat itu ada pada memakan harta anak yatim (ashal)
dan terjangkau pula oleh pancaindera dan akal bahwa ‘illat itu ada pada menjual
harta anak yatim (fara’). Jika sifat 'illat itu samar-samar, kurang jelas dan masih
ragu-ragu, tentulah tidak dapat digunakan untuk menetapkan ada dan tidaknya
hukum pada ashal.

2. Sifat "illat itu hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa 'illat
itu ada pada fara’, karena asas giyas itu adalah adanya persamaan illat antara ashal
dan fara'. Seperti pembunuhan sengaja dilakukan oleh ahli waris terhadap orang
yang akan diwarisinya hakekatnya adalah pasti, karena itu dapat dijadikan dasar
giyas atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh penerima
wasiat terhadap orang yang telah memberi wasiat kepadanya.

3. 'lllat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dengan
arti bahwa keras dugaan bahwa ‘illat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti
memabukkan adalah hal yang sesuai dengan hukum haram minum khamar,
karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal
dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan dengan sengaja adalah
sesuai dengan keharusan adanya qgishash, karena dalam gishash itu terkandung
suatu hikmah hukum yaitu untuk memelihara kehidupan manusia.

4. 'lllat itu tidak hanya terdapat pada ashal saja, tetapi haruslah berupa sifat yang
dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain dari ashal itu. Seperti
hukum-hukum yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan
dasar giyas. Misalnya mengawini wanita lebih dari empat orang, berupa ketentuan
khusus berlaku bagi beliau, tidak berlaku bagi orang lain. Larangan isteri-isteri
Rasulullah saw kawin dengan laki-laki lain setelah beliau meninggal dunia,
sedang wanita-wanita lain dibolehkan.

2. Pembagian "lllat

Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (syari’) tentang sifat apakah sesuai atau tidak
dengan hukum, maka ulama ushul membaginya kepada empat bagian, yaitu:

a. Munasib mu'tsir

Yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh syara' dengan sempurna, atau dengan perkataan
lain bahwa pencipta hukum (syari’) telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu,

32 | Tidak merenungi hukum Allohadalah kesalahan besar bagi mufti



:: Ushul Figh:: | Indo

seperti firman Allah SWT:
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Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran.
Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.” (al-Bagarah:
222)

Pada ayat di atas Allah SWT (sebagai syari’) telah menetapkan hukum, yaitu haram
mencampuri isteri yang sedang haid. Sebagai dasar penetapan hukum itu ialah kotoran,
karena kotoran itu dinyatakan dalam firman Allah SWT di atas sebagai 'illatnya. Kotoran
sebagai sifat yang menjadi sebab haram mencampuri isteri yang sedang haid adalah sifat
yang sesuai dan menentukan penetapan hukum.

b. Munasib mulaim

Yaitu persesuaian yang diungkapkan syara' pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah
persesuaian itu tidak diungkapkan syara' sebagai 'illat hukum pada masalah yang sedang
dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai ‘illat hukum dan disebut dalam nash pada masalah
yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, ialah kekuasaan
wali untuk mengawinkan anak kecil yang di bawah perwaliannya tidak ada nash yang
menerangkan ‘illatnya. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih
kecil, syara" mengungkapkan keadaan kecil sebagai ‘'illat hukum yang menyebabkan wali
berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan
pengungkapan syara' itu maka keadaan Kkecil dapat pula dijadikan ‘illat untuk
menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam
mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

¢. Munasib mursal

lalah munasib yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh syara’. Munasib
mursal berupa sesuatu yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas
dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa syara’
membolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan al-Qur'an atau mushhaf,
tidak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Tetapi Khalifah Utsman bin Affan
melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu al-Qur'an tidak lagi
berserakan karena telah tertulis dalam satu buku serta dapat menghindarkan kaum
muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek al-Qur'an.

d. Munasib mulghaa
Yaitu munasib yang tidak diungkapkan oleh syara' sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang

menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan.
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Dalam pada itu syara' tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau 'illat tersebut,
bahkan syara' memberi petunjuk atas pembatalan atas sifat tersebut. Sebagai contohnya,
ialah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian atas dasar persamaan
itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi syara’
mengisyaratkan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua
kali bagian perempuan.

3. Musalikul "illat (cara mencari ‘illat)

Musalikul ‘illat, ialah cara atau metode yang digunakan untuk mencari sifat atau 'illat dari
suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum.

Diantara cara tersebut, ialah:

a. Nash yang menunjukkannya;

b. Ijma’ yang menunjukkannya

c. Dengan penelitian. Dengan penelitian ini terbagi kepada:
Munasabah

Assabru wa tagsim

Tangthul manath
Tahqgiqul manath

el N

a. Nash yang menunjukkannya

Dalam hal ini nash sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan ‘illat
hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. 'lllat yang demikian disebut ‘illat manshuh
‘alaih. Melakukan qiyas berdasarkan 'illat yang disebutkan oleh nash pada hakikatnya
adalah menetapkan hukum suatu dasar nash.

Petunjuk nash tentang sifat suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan ‘illat itu ada
dua macam, yaitu sharahah (jelas) dan ima' atau isyarah (dengan isyarat).

1. Dalalah sharahah

lalah penunjuk lafadh yang terdapat dalam nash kepada ‘illat hukum jelas sekali. Atau
dengan perkataan lain bahwa lafadh nash itu sendiri menunjukkan 'illat hukum dengan
jelas, seperti ungkapan yang terdapat dalam nash: supaya demikian atau sebab demikian
dan sebagainya. Dalalah sharahah ada dua macam, yang pertama dalalah sharahah yang
gath'i dan kedua ialah dalalah sharahah yang dhanni.

Daialah sharahah yang gath'i, ialah apabila penunjukan kepada 'illat hukum itu pasti dan
yakin, seperti firman Allah SWT:
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Artinya:
"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah
diutusnya rasul-rasul itu..." (an-Nisa': 165)
Ayat ini menyatakan bahwa 'illat diutus para rasul yang membawa kabar gembira dan
memberi peringatan itu ialah agar manusia tidak mencari-cari alasan dengan mengatakan
bahwa mereka belum pernah mendapat peringatan dari rasul yang diutus kepada mereka.
Perkataan li-alla yak(na dan ba'darrasil merupakan 'illat hukum yang pasti, tidak
mungkin dialihkan kepada yang lain.

Dengan sabda Nabi Muhhammad SAW:
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Artinya: "Aku melarang kamu menyimpan daging binatang kurban tidak lain hanyalah
karena banyak orang berkumpul (memerlukan). Dan (jika tidak banyak orang
memerlukan) makan, simpanlah.” (HR. an-Nasa'i)
Pada hadits di atas diterangkan ‘illat Rasulullah SAW melarang kaum muslimin
menyimpan daging kurban, yaitu karena banyak orang yang memerlukannya. ‘lllat
larangan menyimpan daging kurban itu tidak dapat ditetapkan orang lain, selain dari i
ajliddafah (karena banyak orang memerlukannya).
Daialah sharahah yang dhanni, ialah apabila penunjuk nash kepada ‘illat hukum itu adalah

berdasar dengan keras (dhanni), karena kemungkinan dapat dibawa kepada 'illat hukum
yang lain. Seperti firman Allah SWT:

Ralp A AP

Artinya:
"Dirikanlah shalat karena matahari tergelincir sampai gelap malam.” (al-lIsra"; 78)

Dan firman Allah SWT:
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Artinya:

"Maka disebabkan kedhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka” (an-
Nisa': 160)

Pada ayat pertama terdapat huruf al-lam pada perkataan liduluki dan huruf al-ba" pada
perkataan fabidhulmi. Al-1am berarti karena dan dapat pula berarti sesudah, sedang al-ba’
berarti disebabkan dan dapat pula berarti dengan. Kedua arti tersebut dapat digunakan,
akan tetapi menurut dugaan yang keras bahwa jika kedua huruf itu diartikan dengan
karena dan disebabkan maka akan memperjelas arti ayat tersebut.

2. Dalalah ima’' (isharah)

lalah petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya, atau dengan perkataan lain
ialah ada suatu sifat yang menyertai petunjuk itu dan sifat itu merupakan ‘illat
ditetapkannya suatu hukum Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahamkan demikian,
maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu. Ada beberapa macam dalalah ima’,
diantaranya ialah:

a. Mengerjakan suatu pekerjaan karena terjadi suatu peristiwa sebelumnya. Seperti Nabi
Muhammad SAW mengerjakan sujud sahwi, karena beliau lupa mengerjakan salah satu
dari rukun shalat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan seseorang memerdekakan
budak, karena ia telah bercampur dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadlan. Dari
contoh di atas jelas bahwa karena ada peristiwa lupa menjadi 'illat dilakukan sujud sahwi.
Karena bercampur dengan isteri pada siang hari bulan Ramadhan menjadikan ‘illat untuk
memerdekakan budak.

b. Menyebutkan suatu sifat bersamaan (sebelum atau sesudah) dengan hukum.

Seandainya sifat itu dipandang bukan sebagai ‘illat tentulah tidak perlu disebutkan.
Contohnya, adalah Nabi Muhammad SAW bersabda:

LB 43 R G S
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Artinya: "Seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang berperkara)
dalam keadaan ia sedang marah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits di atas dipahamkan bahwa sifat marah disebut bersamaan dengan larangan
memberi keputusan antara dua orang berperkara yang merupakan ‘illat dari larangan
mengadili perselisihan itu.

c. Membedakan dua buah hukum dengan menyebutkan dua sifat yang berbeda pula,
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seperti sabda Rasulullah SAW:
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Artinya:

"Barisan berjalan kaki mendapat satu bagian, sedang barisan berkuda mendapat dua
bagian.”" (HR. Bukhari dan Muslim)

Barisan berjalan kaki dan barisan berkuda menjadi 'illat perbedaan pembagian harta
rampasan perang.

d. Membedakan dua hukum dengan syarat, seperti firman Allah SWT:
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Artinya:
"...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu, maka kepada mereka berikanlah upahnya...”" (ath-Thalak: 6)
Pada ayat ini diterangkan bahwa hamil menjadi syarat (‘illat) wajibnya pemberian nafkah
kepada isteri yang ditalak bain dan rnenyusukan anak menjadi syarat (‘illat) pemberian

upah menyusukan anak.

e. Membedakan antara dua hukum dan batasan (ghayah), sebagaimana firman Allah
SWT:
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Artinya:
"...dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci.” (al-Bagarah: 222)

Pada ayat ini diterangkan bahwa kesucian mereka batas (‘illat) kebolehan suami
mencampuri isteri.

f. Membedakan antara dua hukum dengan pengecualian (istimewa), sebagaimana firman
Allah SWT:
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Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari
mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau
dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah..." (al-Bagarah: 237)

Pada ayat ini diterangkan bahwa memaafkan merupakan pengecualian (‘illat) hapusnya
kewajiban membayar mas kawin.

g. Membedakan dua hukum dengan pengecualian (istidrak) sebagaimana firman Allah
SWT:
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Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah
yang kamu sengaja.” (al-Maidah: 89)

Pada ayat ini Allah SWT membedakan hukum dua perbuatan, yaitu perbuatan berupa
sumpah yang tidak disengaja dan perbuatan berupa sumpah yang disengaja. Kesengajaan
bersumpah dijadikan ‘illat untuk penetapan hukum.

b. Ijma’ yang menunjukkannya

Maksudnya, ialah ‘illat itu ditetapkan dengan ijma’, belum baligh (masih kecil)
menjadikan ‘illat dikuasai oleh wali harta anak yatim yang belum baligh. Hal itu
disepakati oleh para ulama.

c. Dengan penelitian

Ada bermacam cara penelitian itu dilakukan, yaitu:

1. Munasabah

Munasabah ialah persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau
larangan. Persesuaian tersebut ialah persesuaian yang dapat diterima akal, karena

persesuaian itu ada hubunganya dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau
kemudharatan bagi manusia. Allah SWT menciptakan syari'at bagi manusia ada

38 | Tidak merenungi hukum Allohadalah kesalahan besar bagi mufti



:: Ushul Figh:: | Indo

maksudnya dan tujuannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Agar maksud
dan tujuan itu tercapai maka syari'at membagi perbuatan manusia atas tiga tingkatan,
yaitu:

a. Tingkat dharuri (yang harus ada);
b. Tingkat haji (yang sangat diperlukan); dan
c. Tingkat tahsini (yang baik sekali dikerjakan).

Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua, tingkat kedua lebih utama dari tingkat
ketiga.

a. Tingkat dharuri

Tingkat dharuri adalah hal-hal yang harus ada, tidak boleh tidak ada dalam usaha
menegakkan agama Islam dan kepentingan umum. Apabila hal itu tidak ada tentulah akan
rusak dan binasa dunia ini.

Tingkat dharuri ini mempunyai pula lima tingkat, tingkat pertama lebih utama, kemudian
baru tingkat kedua, setelah itu tingkat ketiga, setelah itu keempat dan terakhir tingkat
kelima. Bila tingkat pertama berlawanan dengan tingkat kedua maka dimenangkan
tingkat pertama, demikianlah seterusnya sampai tingkat kelima.

Kelima tingkat itu, ialah:

e Memelihara agama. Untuk maksud ini maka Allah SWT memerintahkan kaum
muslimin agar menegakkan syi'ar-syi'ar Allah, seperti mendirikan shalat yang
lima waktu, puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya;

e Memelihara jiwa, untuk ini dilarang membunuh jiwa, termasuk jiwa sendiri,
disyari‘atkan hukum gishash dan sebagainya.

e Memelihara akal, untuk ini diharamkan minum khamar dan semua perbuatan
yang dapat merusak akal;

e Memelihara keturunan, untuk ini dilarang zina dengan menjatuhkan hukuman
berat bagi pelakunya; dan

e Memelihara harta, untuk ini ditetapkan hukum potong tangan bagi pencuri,
hukuman berat bagi perampok dan sebagainya.

b. Tingkat haji

Manusia dalam kehidupannya ada yang dalam keadaan lapang dan ada yang dalam
keadaan sukar dan sempit, terutama dalam menghadapi kewajiban dan memikul beban
yang ditugaskan dan dibebankan Allah SWT kepada mereka. Bagi orang-orang yang
dalam keadaan kesempitan dan kesukaran Allah SWT selalu memberikan kelapangan dan
kemudahan bagi mereka. Seandainya kemudahan dan keringanan itu tidak diberikan,
kehidupan manusia akan terasa sulit dan sengsara. Haji terdapat pada:

o Ibadat, seperti boleh menggadha puasa bulan Ramadlan bagi orang yang sakit
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atau musafir, boleh menggashar shalat bagi orang yang dalam keadaan takut atau
musafir, boleh tayamum bagi orang yang tidak memperoleh air dan sebagainya;

o Mu'amalat, seperti boleh melakukan salam, ijarah dan sebagainya;

o Adat, seperti boleh berburu.

c. Tingkat tahsini

Tahsini adalah segala sesuatu yang baik dikerjakan terutama yang berhubungan dengan
akhlak dan susila. Kalau tahsini ada, kehidupan manusia akan tinggi nilainya dan terasa
indah, tetapi kalau tahsini tidak ada kehidupan manusia tidak akan rusak. Diantara contoh
taksini ialah:

o Dalam ibadat, seperti berhias dalam mengerjakan shalat, mengerjakan perbuatan
yang sunnah dan sebagainya;

o Adat, seperti sopan santun dalam pergaulan hormat-menghormati dan sebaginya;

o Mu'amalat, seperti menghindarkan diri dari menjual najis.

Dalam munasabah diperlukan ketajaman untuk meneliti mana yang termasuk tingkat
dharuri, mana yang tingkat haji dan mana yang termasuk tingkat tahsini. Dengan
mengetahui tingkat perbuatan itu maka hukum yang berhubungan dengan dharuri harus
lebih diutamakan menjalankannya jika berlawanan dengan perbuatan haji atau tahsini,
seperti membunuh jiwa termasuk menghilangkan jiwa diharamkan oleh Allah. Tetapi
membunuh jiwa dalam peperangan dibolehkan untuk menegakkan agama. Meminum
khamar diharamkan karena merusak akal, tetapi meminum khamar itu dibolehkan untuk
berobat, sehingga jiwa terpelihara.

2. Assabru wa tagsim

As sabru berarti meneliti kemungkinan-kemungkinan dan tagsim berarti menyeleksi atau
memisah-misahkan. As sabru wa tagsim maksudnya ialah meneliti kemungkinan-
kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau
memilih diantara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai 'illat hukum. As sabru
wa tagsim dilakukan apabila ada nash tentang suatu peristiwa atau kejadian, tetapi tidak
ada nash atau ijma’ yang menerangkan ‘illatnya.

Contoh As sabru wa tagsim adalah sebagai berikut:

a. Rasulullah SAW mengharamkan riba fadhli, yaitu menukar benda-benda tertentu yang
sejenis dengan takaran atau timbangan yang berbeda, berdasarkan sabda beliau:
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Artinya

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi Belanda
dengan padi Belanda, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama
jenisnya, sama ukurannya lagi kontan. Apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut
kehendakmu, bila itu dilakukan dengan kontan.”" (HR. Muslim)

Dalam menetapkan haramnya riba fadhli sesuai dengan hadits di atas, tidak ada nash
yang lain atau ijma’ yang menerangkan 'illatnya. Karena itu perlu dicari 'illatnya dengan
as sabru wa tagsim.

Ada enam macam yang disebut dalam hadits di atas. Para mujtahid mencari sifat-sifat
dari yang enam macam itu, kemudian menetapkan sifat yang sama dan patut dijadikan
‘illat. Yang pertama ialah gandum. Sifat-sifat gandum, ialah pertama termasuk jenis yang
dapat dipastikan ukurannya, karena ia dapat diukur dengan takaran, kedua ia termasuk
jenis makanan, bahkan ia termasuk jenis makanan pokok, dan ketiga ia termasuk jenis
tanaman. Kemudian Kita terapkan sifat-sifat ini pada lima macam yang lain. Pada emas
dan perak hanya didapati sifat pertama, pada gandum, padi Belanda dan kurma terdapat
ketiga macam sifat di atas, sedang pada garam didapati sifat pertama dan kedua.
Berdasarkan penetapan itu maka diperoleh satu sifat yang dipunyai oleh keenam macam
tersebut pada hadits di atas, yaitu sifat pertama bahwa keenam macam jenis itu termasuk
jenis yang dapat dipastikan dengan ukurannya baik dengan timbangan atau dengan
takaran. Sifat ini dapat ditetapkan sebagai 'illat untuk menetapkan hukum bahwa haram
mempertukarkan barang yang sejenis yang dapat dipastikan ukurannya bila tidak sama
timbangan, takaran, mutu dan tidak pula dilakukan dengan kontan.

b. Sepakat para ulama bahwa para wali mujbir boleh menikahkan anak kecil wanita tanpa
persetujuan anak itu, tetapi tidak ada nash yangmenerangkan 'illatnya. Karena itu para
mujtahid meneliti sifat-sifat yang mungkin dijadikan ‘illatnya. Diantara sifat yang
mungkin dijadikan ‘illat, ialah belum baligh, gadis (bikr) dan belum dewasa (rusyd). Pada
ayat 6 surat an-Nisd' tidak dewasa dapat dijadikan ‘illat seorang wali menguasai harta
seorang yatim yang belum dewasa. Karena itu ditetapkanlah belum dewasa itu sebagai
illat kebolehan wali mujbir menikahkan anak perempuan yang berada di bawah
perwaliannya.

3. Tangihul manath

Tangthul manath, ialah mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada fara' dan sifat-sifat yang
ada pada ashal, kemudian dicari yang sama sifatnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan
sebagai 'illat, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan. Sebagai contoh ialah, pada ayat
25 surat an-Nisd' diterangkan bahwa hukuman yang diberikan kepada budak perempuan
adalah separuh dari hukuman kepada orang merdeka sedang tidak ada nash yang
menerangkan hukuman bagi budak laki-laki. Setelah dikumpulkan sifat-sifat yang ada
pada keduanya maka yang sama ialah sifat kebudakan. Karena itu ditetapkanlah bahwa
sifat kebudakan itu sebagai 'illat untuk menetapkan hukum bahwa hukuman bagi budak
laki-laki sama dengan yang diberikan kepada budak perempuan, yaitu separuh dari
hukuman yang diberikan kepada orang yang merdeka.
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4. Tahgiqul manath

Tahqgiqul manath, ialah menetapkan ‘illat. Maksudnya ialah sepakat menetapkan ‘illat
pada ashal, baik berdasarkan nash atau tidak. Kemudian 'illat itu disesuaikan dengan 'illat
pada fara'. Dalam hal ini mungkin ada yang berpendapat bahwa 'illat itu dapat ditetapkan
pada fara' dan mungkin pula ada yang tidak berpendapat demikian. Contohnya, ialah 'illat
potong tangan bagi pencuri, yaitu karena ia mengambil harta secara sembunyi pada
tempat penyimpanannya, hal ini disepakati para ulama. Berbeda pendapat para ulama jika
‘illat itu diterapkan pada hukuman bagi pencuri kain kafan dari kubur. Menurut
Syafi'iyyah dan Malikiyah pencuri itu dihukum potong tangan, karena mengambil harta
di tempat penyimpanannya, yaitu dalam kubur sedang Hanafiyah tidak menjadikan
sebagai 'illat, karena itu pencuri kafan tidak dipotong tangannya.

6. Pembagian giyas

Qiyas dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu: 1. Qiyas ‘illat; 2. Qiyas dalalah; dan 3.
Qiyas syibih.

a. Qiyas "illat

Qiyas 'illat, ialah giyas yang mempersamakan ashal dengan fara' karena keduanya
mempunyai persamaan 'illat. Qiyas ‘illat terbagi:

1. Qiyas jali

lalah giyas yang 'illatnya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain
dari ‘illat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Qiyas jali terbagi kepada:

a. Qiyas yang ‘illatnya ditunjuk dengan kata-kata, seperti memabukkan adalah ‘illat
larangan minum khamr,yang disebut dengan jelas dalam nash.

b. Qiyas mulawi. lalah giyas yang hukum pada fara' sebenarnya lebih utama ditetapkan
dibanding dengan hukum pada ashal. Seperti haramnya hukum mengucapkan kata-kata
"ah" kepada kedua orangtua berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: "Maka janganlah ucapkan kata-kata "ah" kepada kedua orangtua(mu).” (al-
Isra": 23)

'lllatnya ialah menyakiti hati kedua orangtua. Bagaimana hukum memukul orang tua?
Dari kedua peristiwa nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya
dibanding dengan ucapan "ah" yang diucapkan anaknya kepadanya. Karena itu
sebenarnya hukum yang ditetapkan bagi fara' lebih utama dibanding dengan hukum yang
ditetapkan pada ashal.

c. Qiyas musawi
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lalah giyas hukum yang ditetapkan pada fara' sebanding dengan hukum yang ditetapkan
pada ashal, seperti menjual harta anak yatim digiyaskan kepada memakan harta anak
yatim. 'lllatnya ialah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak
yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT:

Z Fe AF L HAPL L | A H %
D6 el s I Ta R 1 0
Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, ia tidak
lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya.” (an-Nisa": 10)

Karena itu ditetapkan pulalah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dari kedua
peristiwa ini nampak bahwa hukum yang ditetapkan pada ashal sama pantasnya dengan
hukum yang ditetapkan pada fara'.

2. Qiyas khafi

lalah giyas yang ‘illatnya mungkin dijadikan ‘illat dan mungkin pula tidak dijadikan "illat,
seperti menggiyaskan sisa minuman burung kepada sisa minuman binatang buas.
"Illatnya ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya, sehingga air
liurnya bercampur dengan sisa minumannya itu. 'lllat ini mungkin dapat digunakan untuk
sisa burung buas dan mungkin pula tidak, karena mulut burung buas berbeda dengan
mulut binatang buas. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Tulang atau
zat tanduk adalah suci, sedang mulut binatang buas adalah daging, daging binatang buas
adalah haram, namun kedua-duanya adalah mulut, dan sisa minuman. Yang tersembunyi
di sini ialah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau zat tanduk.

b. Qiyas dalalah

Qiyas dalalah ialah giyas yang ‘illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang
menunjukkan adanya ‘illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Seperti
harta kanak-kanak yang belum baligh, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Para
ulama yang menetapkannya wajib mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah
baligh, karena ada petunjuk yang menyatakan 'illatnya, yaitu kedua harta itu sama-sama
dapat bertambah atau berkembang. Tetapi Madzhab Hanafi, tidak menggiyaskannya
kepada orang yang telah baligh, tetapi kepada ibadah, seperti shalat, puasa dan
sebagainya. Ibadah hanya diwajibkan kepada orang yang mukallaf, termasuk di dalamnya
orang yang telah baligh, tetapi tidak diwajibkan kepada anak kecil (orang yang belum
baligh). Karena itu anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah
memenuhi syarat-syarat zakat.

c. Qiyas syibih
Qiyas syibih ialah giyas yang fara' dapat digiyaskan kepada dua ashal atau lebih, tetapi

diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan fara'. Seperti hukum merusak
budak dapat digiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya
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adalah manusia. Tetapi dapat pula digiyaskan kepada harta benda, karena sama-sama
merupakan hak milik. Dalam hal ini budak digiyaskan kepada harta benda karena lebih
banyak persamaannya dibanding dengan digiyaskan kepada orang merdeka. Sebagaimana
harta budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan
dan sebagainya.

:2 Ushul Figh

Istihsan

Orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan
keinginannyya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa
hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara' dan sesuai pula dengan
kaidah-kaidah syara' yang umum®

1. Pengertian

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut
ulama ushul figh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa
atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari
peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk
meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan.

Qiyas berbeda dengan istihsan. Pada giyas ada dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau
kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan
dasarnya. Untuk menetapkan hukumnya dicari peristiwa atau kejadian yang lain yang
telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan mempunyai persamaan 'illat dengan
peristiwa pertama. Berdasarkan persamaan ‘illat itu ditetapkanlah hukum peristiwa
pertama sama dengan hukum peristiwa kedua. Sedang pada istihsan hanya ada satu
peristiwva atau kejadian. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan
hukumnya berdasar nash. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk
meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah
kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan
menghendaki perpindahan hukum itu.

Dengan perkataan lain bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan
'illat dari dua peristiwa atau kejadian, sedang pada istihsan yang dicari ialah dalil mana
yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari satu peristiwa.

2. Dasar hukum istihsan

Yang berpegang dengan dalil istihsan ialah Madzhab Hanafi, menurut mereka istihsan
sebenarnya semacam giyas, yaitu memenangkan giyas khafi atas giyas jali atau
mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang
ditetapkan berdasar ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu
kepentingan yang membolehkannya. Menurut mereka jika dibolehkan menetapkan
hukum berdasarkan qgiyas jali atau maslahat mursalah, tentulah melakukan istihsan karena
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kedua hal itu pada hakekatnya adalah sama, hanya namanya saja yang berlainan.
Disamping Madzhab Hanafi, golongan lain yang menggunakan istihsan ialah sebagian
Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Hambali.

Yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Madzhab
Syafi'i. Istihsan menurut mereka adalah menetapkan hukum syara' berdasarkan keinginan
hawa nafsu. Imam Syafi'i berkata: "Siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah
menetapkan sendiri hukum syara' berdasarkan keinginan hawa nafsunya, sedang yang
berhak menetapkan hukum syara' hanyalah Allah SWT." Dalam buku Risalah Ushuliyah
karangan beliau, dinyatakan: "Perumpamaan orang yang melakukan istihsan adalah
seperti orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut
istihsan bahwa arah itu adalah arah Ka'bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat
syara’ untuk menentukan arah Ka'bah itu."”

Jika diperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan kedua pendapat itu serta pengertian
istihsan menurut mereka masing-masing, akan jelas bahwa istihsan menurut pendapat
Madzhab Hanafi berbeda dari istihsan menurut pendapat Madzhab Syafi'i. Menurut
Madzhab Hanafi istihsan itu semacam giyas, dilakukan karena ada suatu kepentingan,
bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi'i, istihsan itu timbul
karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Seandainya
istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang
disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu asy-Syathibi
dalam kitabnya Al-Muwafagat menyatakan: "orang yang menetapkan hukum berdasarkan
istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannyya semata, akan tetapi haruslah
berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT
menciptakan syara’ dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara' yang umum®.

3. Macam-macam istihsan

Ditinjau dari segi pengertian istihsan menurut ulama ushul figh di atas, maka istihsan itu
terbagi atas dua macam, yaitu:

1. Pindah dari giyas jali kepada giyas khafi, karena ada dalil yang mengharuskan
pemindahan itu.

2. Pindah dari hukum kulli kepada hukum juz-i, karena ada dalil yang
mengharuskannya. Istihsan macam ini oleh Madzhab Hanafi disebut istihsan
darurat, karena penyimpangan itu dilakukan karena suatu kepentingan atau karena
darurat.

Contoh istihsan macam pertama:

1. Menurut Madzhab Hanafi: bila seorang mewagafkan sebidang tanah pertanian,
maka termasuk yang diwagafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air
di atas tanah itu dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasar istihsan. Menuryt
giyas jali hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena menggiyaskan waqgaf
itu dengan jual beli. Pada jual beli yang penting ialah pemindahan hak milik dari
penjual kepada pembeli. Bila wagaf digiyaskan kepada jual beli, berarti yang
penting ialah hak milik itu. Sedang menurut istihsan hak tersebut diperoleh
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dengan mengqgiyaskan waqgaf itu kepada sewa-menyewa. Pada sewa-menyewa
yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang
kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan wagaf. Yang penting pada
wagaf ialah agar barang yang diwagafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang
sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika
wagaf itu digiyaskan kepada jual beli (qgiyas jali), maka tujuan wagaf tidak akan
tercapai, karena pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik. Karena itu
perlu dicari ashalnya yang lain, yaitu sewa-menyewa. Kedua peristiwa ini ada
persamaan ‘illatnya yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi
giyasnya adalah qiyas khafi. Karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapainya
tujuan wagaf, maka dilakukanlah perpindahan dari giyas jali kepada giyas khafi,
yang disebut istihsan.

2. Menurut Madzhab Hanafi: sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang
burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan
dengan istihsan. Menurut giyas jali sisa minuman binatang buas, seperti anjing
dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah
bercampur dengan air liur binatang itu digiyaskan kepada dagingnya. Binatang
buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat
minumnya. Menurut giyas khafi bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan
mulut binatang huas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram
dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang
atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu sisa
minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan,
sebab diantara oleh paruhnya, demikian pula air liurnya. Dalam hal ini keadaan
yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang
buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari giyas jali kepada giyas
khafi, yang disebut istihsan.

Contoh istihsan macam kedua

1. Syara' melarang seseorang memperjualbelikan atau mengadakan perjanjian
tentang sesuatu barang yang belum ada wujudnya, pada saat jual beli dilakukan.
Hal ini berlaku untuk seluruh macam jual beli dan perjanjian yang disebut hukum
kulli. Tetapi syara’ memberikan rukhshah (keringanan) kepada pembelian barang
dengan kontan tetapi barangnya itu akan dikirim kemudian, sesuai dengan waktu
yang telah dijanjikan, atau dengan pembelian secara pesanan (salam). Keringanan
yang demikian diperlukan untuk memudahkan lalu-lintas perdagangan dan
perjanjian. Pemberian rukhshah kepada salam itu merupakan pengecualian
(istitana) dari hukum kulli dengan menggunakan hukum juz-i, karena keadaan
memerlukan dan telah merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat.

2. Menurut hukum kulli, seorang pemboros yang memiliki harta berada di bawah
perwalian seseorang, karena itu ia tidak dapat melakukan transaksi hartanya tanpa
izin walinya. Dalam hal ini dikecualian transaksi yang berupa wagaf. Orang
pemboros itu dapat melakukan atas namanya sendiri, karena dengan wagaf itu
hartanya terpelihara dari kehancuran dan sesuai dengan tujuan diadakannya
perwalian, yaitu untuk memelihara hartanya (hukum juz-i).

Dari contoh di atas nampak bahwa karena adanya suatu kepentingan atau keadaan maka
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dilaksanakanlah hukum juz-i dan meninggalkan hukum kulli. Ditinjau dari segi
sandarannya, maka istihsan terbagi kepada:

1. Istihsan dengan sandaran giyas khafi;

2. lstihsan dengan sandaran nash;

3. lIstihsan dengan sandaran 'urf; dan

4. lIstihsan dengan sandaran keadaan darurat.
.2 Ushul Figh

Mashlahat Mursalah

Mashlahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak
pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya,
sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan

1. Pengertian

Mashlahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan
tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya,
sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.
Mashlahat mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang
mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat
mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk
mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkat-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama
dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat yang ketiga. Tingkat-
tingkatan itu, ialah:

1. Tingkat pertama yaitu tingkat dhurari, tingkat yang harus ada. Tingkat ini terdiri
atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua
lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat itu ialah:

1. Memelihara agama;

2. Memelihara jiwa;

3. Memelihara akal;

4. Memelihara keturunan; dan

5. Memelihara harta.
2. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan (haji).
3. Tingkat ketiga, ialah tingkat tahsini.

Diantara contoh mashlahat mursalah ialah usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan al-
Qur'an yang terkenal dengan jam'ul Qur'an. Pengumpulan al-Qur'an ini tidak disinggung
sedikitpun oleh syara’, tidak ada nash yang memerintahkan dan tidak ada nash yang
melarangnya. Setelah terjadi peperangan Yamamah banyak para penghafal al-Qur'an
yang mati syahid (x 70 orang). Umar bin Khattab melihat kemaslahatan yang sangat
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besar pengumpulan al-Qur'an itu, bahkan menyangkut kepentingan agama (dhurari).
Seandainya tidak dikumpulkan, dikhawatirkan al-Qur'an akan hilang dari permukaan
dunia nanti. Karena itu Khalifah Abu Bakar menerima anjuran Umar dan
melaksanakannya.

Demikian pula tidak disebut oleh syara' tentang keperluan mendirikan rumah penjara,
menggunakan mikrofon di waktu adzan atau shalat jama'ah, menjadikan tempat
melempar jumrah menjadi dua tingkat, tempat sa'i dua tingkat, tetapi semuanya itu
dilakukan semata-mata untuk kemashlahatan agama, manusia dan harta.

Dalam mengistinbatkan hukum, sering kurang dibedakan antara qiyas, istihsan dan
mashlahat mursalah. Pada giyas ada dua peristiwa atau kejadian, yang pertama tidak ada
nashnya, karena itu belum ditetapkan hukumnya, sedang yang kedua ada nashnya dan
telah ditetapkan hukumnya. Pada istihsan hanya ada satu peristiwa, tetapi ada dua dalil
yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Dalil yang pertama lebih kuat dari yang kedua.
tetapi karena ada sesuatu kepentingan dipakailah dalil yang kedua. Sedang pada
mashlahat mursalah hanya ada satu peristiwa dan tidak ada dalil yang dapat dijadikan
dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu, tetapi ada suatu kepentingan yang
sangat besar jika peristiwa itu ditetapkan hukumnya. Karena itu ditetapkanlah hukum
berdasar kepentingan itu.

Imam al-Ghazali menggunakan istilah istishlah sebagai kata yang sama artinya dengan
mashlahat mursalah.

2. Dasar hukum

Para ulama yang menjadikan mashlahat mursalah sebagai salah satu dalil syara’,
menyatakan bahwa dasar hukum mashlahat mursalah, ialah:

1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula
kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak
hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian
timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak
lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang
dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan
manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan
kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari
agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisir kemaslahatan manusia
pada setiap masa, keadaan dan tempat.

2. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang
sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan
hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu
Bakar telah mengumpulkan al-Qur'an, Khalifah Umar telah menetapkan talak
yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah SAW
hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan al-Qur'an
dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan
Syi'ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang
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datang sesudahnya.
3. Obyek mashlahat mursalah

Yang menjadi obyek mashlahat mursalah, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu
ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur'an dan Hadits) yang dapat
dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada
dalam figh, demikian pernyataan Imam al-Qarafi ath-Thufi dalam kitabnya Mashalihul
Mursalah menerangkan bahwa mashlahat mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan
hukum dalam bidang mu‘amalah dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah
Allah untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan
lengkap hikmah ibadat itu. Oleh sebab itu hendaklah kaum muslimin beribadat sesuai
dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Imam al-Haramain: Menurut pendapat Imam asy-Syafi'i dan sebagian besar
pengikut Madzhab Hanafi, menetapkan hukum dengan mashlahat mursalah harus dengan
syarat, harus ada persesuaian dengan mashlahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh
para ulama.

.2 Ushul Figh

Urf

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di
kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul
figh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan).

1. Pengertian

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di
kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul
figh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada
perbedaan antara 'urf dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah
hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman
biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat,
karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di
kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-
sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Seperti dalam salam (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli.
Menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah
menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan
barangnya. Sedang pada salam barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat
akad jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi karena telah
menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli,
maka salam itu dibolehkan. Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara ijma’
dengan 'urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada
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yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada ijma' ada suatu peristiwa atau kejadian
yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan
kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada 'urf bahwa telah terjadi
suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat
sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat
yang lain, lalu mereka mengerjakan pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa
mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara
mereka. Pada ijma’ masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah
menyepakatinya, sedang pada 'urf, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah
biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

2. Macam-macam ‘'urf
'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya. 'urf terbagi kepada:
a. 'Urf qauli

lalah 'rf yang berupa perkataan' seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak,
termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan
sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti
daging termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan
ikan Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat saja tidak termasuk
di dalamnya daging binatang air (ikan).

b. 'Urf amali

lalah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan
shighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, shighat jual beli itu merupakan salah satu
rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jua
beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka syara’
membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi atas:

a. 'Urf shahih

lalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti
mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah
menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b. 'Urf asid

lalah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.
Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang
dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid
yang diajarkan agama Islam.
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Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada:
a. 'urf 'am

lalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah
(tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima
kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi
tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah
memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti
hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi
tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani, sebagai mana ditegaskan
oleh Hadits Nabi Muhammad SAW:

e B e 2 Fre o or L L
- ¥ & e [ 11 o
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Artinya:

"Barangsiapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu
syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima,
maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari
pintu-pintu riba.

Hadits ini menjelaskan hubungan penguasa/sultan dengan rakyatnya.
b. 'Urf khash

lalah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti
mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama
Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada
negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

3. Dasar hukum 'urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak
bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa
amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan
bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan
gaul gadim dan gaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang
berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (gaul gadim) dengan setelah beliau
berada di Mesir (gaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah
dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.
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4. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan "urf

Diantara kaidah-kaidah fighiyah yang berhubungan dengan ‘urf ialah:

Lo s B AN

=2+ SNAl
Artinya:

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."
PN W I P, e 2 *
AN DO 3]

Artinya: "Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya."

- Ed

N TP N g Ay~ o
c iﬁl“ﬂlﬁ*‘i NG
Artinya:

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhuhungan) dengan perubahan
masa."

.- Ushul Figh

Syar€un man gablana

Yang dimaksud dengan syar'un man gablana, ialah syari'at yang dibawa para
rasul dahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk
bagi kaum yang mereka diutus kepadanya, seperti syari'at Nabi Ibrahim AS,
syariat Nabi Musa AS, syari'at Nabi Daud AS, syari'at Nabi Isa AS dan
sebagainya

1. Pengertian dan dasar hukum

Yang dimaksud dengan syar'un man gablana, ialah syari‘at yang dibawa para
rasul dahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk
bagi kaum yang mereka diutus kepadanya, seperti syari‘at Nabi Ibrahim AS,
syariat Nabi Musa AS, syari'at Nabi Daud AS, syari'at Nabi Isa AS dan
sebagainya.

Pada asas syari'at yang diperuntukkan Allah SWT bagi umat-umat dahulu
mempunyai asas yang sama dengan syari‘at yang diperuntukkan bagi umat
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Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan pada firman Allah SWT:

ANy ool

N O APy oY o

Artinya:

"Dia (Allah) telah menerangkan kepadamu sebagian (urusan) agama, apa
yang la wajibkan kepada Nuh dan yang Kami wajibkan kepadamu dan apa
yang Kami wajibkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, (yaitu) hendaklah kamu
tetap menegakkan (urusan) agama itu dan janganlah kamu bercerai berai
padanya..." (asy-Sydra: 13)

Diantara asas yang sama itu ialah yang berhubungan dengan konsepsi
ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang gadla dan gadar, tentang janji dan
ancaman Allah dan sebagainya. Mengenai perinciannya atau detailnya ada
yang sama dan ada yang berbeda, hal ini disesuaikan dengan keadaan, masa
dan tempat.

Dalam pada itu ada pula syari‘at umat yang dahulu itu sama namanya, tetapi
berbeda pelaksanaannya dengan syari‘at Nabi Muhammad SAW, seperti
puasa (lihat surat al-Bagarah: 183), hukuman gishash (lihat surat al-Maidah:
32) dan sebagainya.

2. Macam-macam syar‘un man gablana

Sesuai dengan ayat di atas, kemudian dihubungkan antara syari‘at Nabi
Muhammad SAW dengan syari'at umat-umat sebelum Kkita, maka ada tiga
macam bentuknya, yaitu:

a. Syari'at yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum Kkita; tetapi al-
Quran dan Hadits tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau
menyatakan berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad SAW.

b. Syari'at yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian
dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW.

c. Syari'at yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian
al-Qur'an dan Hadits menerangkannya kepada Kita.

Mengenai bentuk ketiga, yaitu syari'at yang diperuntukkan bagi umat-umat
yang sebelum Kita, kemudian diterangkan kepada kita al-Qur'an dan Hadits,
para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiyah, sebagian ulama
Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah
berpendapat bahwa syari'at itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad
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SAW. Berdasarkan inilah golongan Nafifiyah berpendapat bahwa membunuh orang
dzimmi sama hukumnya dengan membunuh orang Islam. Mereka menetapkan hukum
itu berdasar ayat 45 Surat al-Maidah. Mengenai pendapat golongan lain ialah menurut
mereka dengan adanya syari'at Nabi Muhammad SAW, maka syari'at yang
sebelumnya dinyatakan mansukh/tidak berlaku lagi hukumnya.

Mengenai bentuk kedua, para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah,

sedang bentuk pertama ada ulama yang menjadikannya sebagai dasar hujjah, selama
tidak bertentangan dengan syari‘at Nabi Muhammad SAW.

:> Ushul Figh

Istishhab

Para Ulama memahami Istishhab dengan berbagai versi, diantaranya, Istishhab diartikan
segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa
sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya.

1. Pengertian

‘Istishhab menurut bahasa berarti "mencari sesuatu yang ada hubungannya.” Menurut
istilah ulama ushul figh, ialah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu
peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan
perkataan lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu, sampai ada dalil
yang mengubah ketetapan hukum itu.

Menurut Ibnu Qayyim, istishhab ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah
ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang
belum pernah ditetapkan hukumnya. Sedang menurut asy-Syathibi, istishhab ialah segala
ketetapan yang telah ditetapkan pada masa yaang lampau dinyatakan tetap berlaku
hukumnya pada masa sekarang.

Dari pengertian istishhab yang dikemukakan para ulama di atas, dipahami bahwa
istishhab itu, ialah:

1. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku
pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya.
2. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa
yang lalu.
Contoh istishhah

1. Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dengan perempuan B, kemudian mereka
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berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama
berpisah itu maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini B belum dapat kawin
dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan
hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang dengan
hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B, adalah
hukum yang ditetapkan dengan istishhab.

2. Menurut firman Allah SWT:

TR AN 8P
Artinya:

"Dia (Allah)lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untukmu (manusia).” (al-
Bagarah: 29)

Dihalalkan bagi manusia memakan apa saja yang ada di muka bumi untuk kemanfaatan
dirinya, kecuali kalau ada yang mengubah atau mengecualikan hukum itu. Karena itu
ditetapkanlah kehalalan memakan sayur-sayuran dan binatang-binatang selama tidak ada
yang mengubah atau mengecualikannya.

2. Dasar hukum istishhab

Dari keterangan dan contoh-contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya
istishhab itu bukanlah suatu cara menetapkan hukum (thuruqul isthinbath), tetapi ia pada
hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah
ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini
sangat diperlukan, untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang
berlawanan antara yang satu dengan yang lain, seperti dipahami dari contoh-contoh di
atas. Seandainya si B boleh kawin dengan si C, tentulah akan terjadi perselisihan antara A
dan C atau akan terjadi suatu keadaan pengaburan batas antara yang sah dengan yang
tidak sah (batal) dan antara yang halal dengan yang haram.

Karena itulah ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya istishhab itu tidak lain
hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum
yang baru. Istishhab bukanlah merupakan dasar atau dalil untuk menetapkan hukum yang
belum tetap, tetapi ia hanyalah menyatakan bahwa telah pernah ditetapkan suatu hukum
dan belum ada yang mengubahnya. Jika demikian halnya istishhab dapat dijadikan dasar
hujjah.

Sebagian besar mengikuti Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab
Hambali dan Madzhab Dzahiri berhujjah dengan istishhab, hanya terdapat perbedaan
pendapat dalam pelaksanaannya, seperti pernyataan Abu Zaid, salah seorang ulama
Madzhab Hanafi istishhab itu hanya dapat dijadikan dasar hujjah untuk menolak
ketetapan yang mengubah ketetapan yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum
baru.
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Jika diperhatikan proses terjadi atau perubahan undang-undang dalam suatu negara atau
keputusan pemerintah, maka istishhab ini adalah kaidah yang selalu diperhatikan oleh
setiap pembuat undang-undang atau peraturan.

3. Macam-macam istishhab

Dari istishhab itu dibuat kaidah-kaidah fighiyah yang dapat dijadikan dasar untuk
mengisthimbathkan hukum. Ditinjau dari segi timbulnya kaidah-kaidah itu istishhab
dapat dibagi kepada:

a. Istishhab berdasar penetapan akal

Berdasarkan ayat 29 surat al-Bagarah di atas, maka dapat ditetapkan suatu ketentuan
umum bahwa semua yang diciptakan Allah SWT di bumi ini adalah untuk keperluan dan
kepentingan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas
sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jika demikian halnya maka segala sesuatu itu pada
asasnya mubah (boleh) digunakan, dimanfaatkan atau dikerjakan oleh manusia. Hal ini
berarti bahwa hukum mubah itu tetap berlaku sampai ada dalil syara’ yang mengubah
atau mengecualikannya. Seperti sebelum turunnya ayat 90 surat al-Maidah, kaum
muslimin dibolehkan meminum khamar setelah turun ayat tersebut diharamkan
meminum khamar. Dengan demikian ayat tersebut mengecualikan khamar dari benda-
benda lain yang dibolehkan meminumnya.

Dari istishhab macam ini diciptakan kaidah-kaidah berikut:
- *"‘:‘9",‘ /s, #Y’]I 2 ..H*i’
Artinya:

"(Menurut hukum) asal(nya) segala sesuatu itu mubah (boleh dikerjakan)."
'{‘AJ e W _,..: » .},.-Ft.-
e J* I‘Qf\""‘j‘&,&*‘"ju

Artinya:

"(Menurut hukum) asal(nya) manusia itu bebas dari tanggungan.”
-an .-"'_' o F et

L 45 7 ALY

Artinya:

"(Menurut hukum) asal(nya) tidak ada tanggungan."
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b. Istishhab berdasarkan hukum syara’

Sesuai dengan ketetapan syara' bahwa apabila telah terjadi akad nikah yang dilakukan
oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan akad itu lengkap rukun-rukun dan
syarat-syaratnya, maka kedua suami isteri itu halal atau boleh (mubah) hukumnya
melakukan hubungan sebagai suami-isteri. Ketetapan mubah ini telah berlaku selama
mereka tidak pernah bercerai) walaupun mereka telah lama berpisah dan selama itu pula
si isteri dilarang kawin dengan laki-laki lain. Menyatakan bahwa hukum syara' itu tetap
berlaku bagi kedua suami-isteri itu, pada hakikatnya mengokohkan hukum syara' yang
pernah ditetapkan.

Dari istishhab macam ini diciptakan kaidah-kaidah:

PT AR

Artinya:

"(Hukum yang ditetapkan dengan) yakin itu tidak akan hilang (hapus) oleh (hukum yang
ditetapkan dengan) ragu-ragu.”

2 i BA V- f..v"'..# /;a#"-’

W EX SR ovuing 4
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2. E ==
Artinya:

"(Menurut hukum) asal (nya) ketetapan hukum yang telah ada, berlaku, menurut keadaan
adanya, hingga ada ketetapan yang mengubahnya."

Mﬂ'l(_,p;-:, .ff.r/ fi:a {
' )k_r'_,}:.

3.
Artinya:

"(Menuru hukum) asal (nya) ketetapan hukum yang telah ada berlaku menurut keadaan
adanya, hingga ada dalil yang mengubahnya."

.2 Ushul Figh

Saddudz Dzari€ah
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Tujuan penetapan hukum secara saddudz dzarfah ini ialah untuk memudahkan
tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau
terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan
ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan
diri dari kerusakan.

1. Pengertian saddudz dzari'ah

Saddudz dzartah terdiri atas dua perkara yaitu saddu dan dzari'ah. Saddu berarti
penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang dzarTah berarti jalan. Maksudnya,
menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada
kerusakan atau maksiat.

Tujuan penetapan hukum secara saddudz dzarfah ini ialah untuk memudahkan
tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau
terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan
ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan
diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini syari‘at menetapkan perintah-perintah dan
larangan-larangan. Dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang
dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara
langsung, perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya.

Inilah yang dimaksud dengan kaidah:

P LA

s TRttty
Soply s NI "1-:-;’9"-4
Artinya:

"Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain hanyalah wajib
pula.”

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat yang lima waktu. Seseorang baru
dapat mengerjakan shalat itu bila telah belajar shalat terlebih dahulu, tanpa belajar ia
tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini tampak bahwa belajar shalat itu tidak
wajib. Tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak,
sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkanlah hukum wajib belajar
shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan larangan. Ada perbuatan itu yang dilarang secara langsung
dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Yang dilarang secara langsung, ialah seperti
minum Khamar, berzina dan sebagainya. Yang dilarang secara tidak langsung seperti
membuka warung yang menjual minum khamar, berkhalwat antara laki-laki dan
perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menjual khamar pada hakikatnnya tidak
dilarang, tetapi perbuatan itu membuka pintu yang menuju pada minum khamar, maka
perbuatan itu dilarang. Demikian pula halnya dengan berkhalwat yang dapat membuka
jalan kepada perbuatan zina, maka iapun dilarang. Dengan menetapkan hukumnya sama
dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju
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kearah perbuatan-perbuatan maksiat.
2. Dasar hukum saddudz dzari*ah
Dasar hukum dari saddudz dzart'ah ialah al-Qur'an dan Hadits, yaitu:

a. Firman Allah SWT:

it#?,

\ n—'..--* J .-’J-

AFLHLyuHﬂ3QjJUH. !jﬁ ‘
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Artinya:

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,

karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (al-

An‘am: 108)

Mencaci berhala tidak dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin

mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan

orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.

b. Dan firman Allah SWT:

1..-- .-"" y 'P.-\' oy
T - "' t - J s
!# EL*JU4L" duﬁn;J

Artinya:

"...Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan...” (an-Ndr: 31)

Wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya tidaklah
dilarang, tetapi karena perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya
berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menutup pintu yang
menuju kearah perbuatan zina.
c. Nabi Muhammad SAW bersabda:

n’x-uft s
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Artinya:
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"Ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaan-Nya.
Barangsiapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke
dalamnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada
perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan
itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling
selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

3. Obyek saddudz dzari*ah
Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya:

1. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
2. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Macam vyang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang
mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Macam yang kedua inilah
yang merupakan obyek saddudz dzarfah, karena perbuatan tersebut sering mengarah
kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan
itu rnendorong orang yang melakukannya untuk rnengerjakan perbuatan dosa.

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu:
1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan
terlarang.
2. Kemungkinan Kkecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan
terlarang.
3. Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

Yang no. 1 disebut dzari'ah gawiyah (jalan yang kuat), sedang no. 2 dan 3 disebut
dzart"ah dha'ifah (jalan yang lemah).

.2 Ushul Figh

Madzhab Sahabat

Pendapat sahabat dapat dijadikan hujjah, bila pendapat sahabat tersebut diduga keras
bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah SAW.

1. Pengertian

Semasa Rasulullah SAW masih hidup, semua masalah yang muncul atau timbul dalam
masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah
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SAW memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Setelah Rasulullah SAW meninggal
dunia, maka kelompok sahabat yang tergolong ahli dalam mengistinbathkan hukum, telah
berusaha sungguh-sungguh memecahkan persoalan tersebut, sehingga kaum muslimin
dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu. Kemudian fatwa-fatwa sahabat ini
diiwayatkan oleh tabi'in, tabi'it tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya, seperti
meriwayatkan hadits. Karena itu timbul persoalan, apakah pendapat sahabat itu dapat
dijadikan hujjah atau tidak?

2. Pendapat-pendapat ulama

Sebagian ulama menyatakan bahwa ada dua macam pendapat sahabat yang dapat
dijadikan hujjah, yaitu:

a. Pendapat para sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal
dari Rasulullah SAW, karena pikiran tidak atau belum dapat menjangkaunya, seperti
ucapan Aisyiah RA:

Lftd" sor o :J:: ,.; Lzl;.:._p-f 'I::‘Q'i
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Artinya:

"Kandungan itu tidak akan lebih dari dua tahun dalam perut ibunya, (yaitu tidak akan)
lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang ditancapkannya.” (HR. Daraquthni)

c. Pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menyalahkannya, seperti pendapat
tentang bahwa nenek mendapat seperenam (1/6) bagian waris, yang dikemukakan oleh
Abu Bakar, dan tidak ada sahabat yang tidak sependapat dengannya.

Sedang pendapat sahabat yang tidak disetujui oleh sahabat yang lain tidak dapat dijadikan
hujjah. Pendapat ini dianut oleh golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Ahmad bin Hanbal
dan sebagian Syafi'iyah, dan didahulukan dari giyas. Bahkan Ahmad bin Hanbal
mendahulukannya dari hadits mursal dan hadits dha'if.

As-Syaukani menganggap pendapat sahabat itu seperti pendapat para mujtahid yang lain,
tidak harus kita mengikutinya.

.2 Ushul Figh

Sekitar Hukum

Yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan perbuatan manusia, yakni yang
dibicarakan dalam ilmu figh, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlag.

61 | Tidak merenungi hukum Allohadalah kesalahan besar bagi mufti



:: Ushul Figh:: | Indo

Menurut bahasa, hukum diartikan:

Artinya:
Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya.

Menurut istilah ahli Ushul Figh, hukum adalah:

1’*"‘“ LNy G L':g:fix’- \\Ls
WA

Artinya:

Titah Allah (atau sabda rasul) yang mengenal pekerjaan mukallaf (orang yang telah
baligh dan berakal), baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan atau larangan, atau
semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat
atau penghalang bagi sesuatu hukum.

Menurut istilah ahli figh, yang disebut hukum ialah bekasan dari titah Allah atau sabda
rasul. Apabila disebut hukum syara’, maka yang dimaksud ialah hukum yang berpautan
dengan perbuatan manusia, yakni yang dibicarakan dalam ilmu figh, bukan hukum yang
berpautan dengan akidah dan akhlag.

Dengan memperhatikan pengertian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka nyatalah
bahwa hukum itu ada yang mengandung thalab (tuntutan), ada yang mengandung
keterangan sebab, syarat, mani' (pencegah berlakunya hukum), sah, batal, rukhshah dan
azimah.

Hukum yang mengandung tuntutan (suruhan atau larangan) dinamai hukum taklify,
hukum yang mengandung takhyir (kebolehan mengerjakan dan tidak mengerjakan)
dinamai hukum takhyiriy, hukum yang menerangkan sebab, syarat, mani’, sah, batal,
azimah dan rukhshah dinamai hukum wadl'iy.

Kebanyakan ulama membagi hukum kepada dua jenis saja, yaitu hukum taklify dan
hukum wadl'iy. Berikut ini penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Hukum taklify.

Dari kalangan para ahli Ushul Figh diperoleh keterangan, bahwa titah-titah agama yang
masuk ke dalam taklify ada empat macam yaitu:

a. ljab (mewajibkan)

Yaitu titah yang mengandung suruhan yang mesti dikerjakan, umpamanya firman Ailah:
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Artinya:
Sembahlah olehmu akan Allah. (an-Nisé': 35)

Bekasan ijab disebut wujuh dan pekerjaan yang dikenai hukum wujub disebut wajib.
b. Nadb (anjuran supaya dikerjakan)
Yaitu titah yang mengandung suruhan yang tidak musti dikerjakan, hanya merupakan

anjuran melaksanakannya. Ketidakmustian dikerjakan itu diperoleh dari garinah diluar
suruhan itu, umpamanya firman Allah:

03556 & ”J;.TJL;LI_.MIJG

4
Artinya:
Apabila kamu hutang dengan berjanji akan membayarnya pada ketika yang telah
ditentukan, maka tulislah hutang itu. (al-Bagarah: 282)

Suruhan menulis atau membuat keterangan tertulis tidak bersifat musti melainkan
merupakan anjuran, sebab pada akhir ayat tersebut Allah berfirman lagi:

A E S B

Artinya:

Maka jika satu sama lain saling mempercayai, hendaknya si yang dipertaruhkan amanat
kepadanya (yang berhutang) menunaikan amanat itu dan hendaklah ia takut kepada
Allah. (al-Bagarah: 283)

Titah yang serupa ini disebut nadb bekasannya disebut nadb, dan pekerjaannya disebut
mandub atau sunat.

c. Tahrim (mengharamkan)
Yaitu titah yang mengandung larangan yang musti dijauhi, umpamanya firman Allah:

fﬂf\r A

Artinya:

Janganlah kamu mengatakan cis kepada ibu bapakmu (mencibirkan ibu bapakmu), dan
janganlah kamu menghardik keduanya. (al-Isra": 23)

Titah ini dinamai tahrim, bekasannya disebut muhram, pekerjaannya dinamai haram atau
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mahdhur.
d. Karahah (membencikan)

Yaitu titah yang mengandung larangan namun tidak musti dijauhi. Ketidakmustian kita
menjauhinya itu diperoleh dari garinah-garinah yang terdapat di sekelilingnya yang
merubah larangan itu dari musti ditinggalkan kepada tidak musti ditinggalkan,
umpamanya firman Allah:

-‘g\";_;mj Wit ¥ N el d]

Artinya:

Apabila kamu diseru kepada shalat Jum'at di hari Jum'at, maka bersegeralah kamu ke
masjid untuk menyebut Allah (mengerjakan shalat Jum'at) dan tinggalkanlah berjual
beli. (al-Jumu'ah: 9)

Dalam ayat ini perkataan tinggalkanlah berjual beli, sama artinya dengan jangan kamu
berjualan, hanya saja karena larangan berjual beli di sini sebagai sebab di luar dari
pekerjaan itu, maka larangan di sini tidak bersifat mengharamkan, melainkan hanya
memakruhkan.

Titah semacam ini disebut karohah, bekasannya disebut karihah, pekerjaannya disebut
makruh.

Jumhur ahli ushul figh tidak membedakan antara titah yang mengandung suruhan yang
musti dikerjakan yakni antara titah yang gath'iy dengan titah yang dhanniy, keduanya
disebut ijab atau fardl.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa titah yang mengandung suruhan yang musti
dikerjakan itu kalau gath'iy disebut fardl, kalau dhonniy disebut ijab.

Titah yang mengandung suruhan yang tidak musti dikerjakan mereka bagi sunnah dan
nadb. Titah yang mengandung larangan yang musti dijauhi, kalau gath'iy dinamai tahrim,
kalau dhonniy dinamakan karohah tahrim. Yang disebut karahah oleh Jumhur mereka
namai karohah tanzih.

Titah-titah yang dikerjakan untuk menyempurnakan hukum-hukum yang wajib semisal
adzan, mereka namai sunnah hadyin.

Dengan demikian maka hukum menurut ulama Hanafiyah dibagi kepada delapan macam,
yaitu: (1) Fardlu; (2) ljab; (3) Tahrim; (4) Karahah Tahrim; (5) Karahah Tanzih; (6)
Sunnatu Hadyin, (7) Nadb; dan (8) Ibadah.

2. Hukum takhyiry

Hukum takhyiry ialah titah yang memberikan hak memilih atau ibadah, yakni titah yang
menerangkan kebolehan kita mengerjakan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang
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dititahkan. Titah itu dinamai ibadah, sedangkan pekerjaannya dinamakan mubah.
3. Hukum Wadl'iy

Al-Amidi dalam kitabnya al-lhkam menerangkan bahwa hukum wadl'iy itu ada tujuh
macam, sebagai berikut:

1. Titah yang menetapkan bahwa sesuatu itu dijadikan sebab bagi wajib dikerjakan
suatu pekejaan, misalnya firman Allah:

12 Soaadl3 ""'L,,:EL NI 21

LAY GO

Artinya:
Maka barangsiapa menyaksikan (melihat) bulan daripada kamu, maka hendaklah ia
berpuasa. (al-Bagarah: 185)

1. Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu dijadikan syarat bagi sesuatu,
misalnya sabda Rasulullah SAW:

(it dedi v imdcg

Artinya:
Allah tiada menerima shalat salah seorang diantara kamu bila dia berhadats sehingga ia
berwudlu.

Berdasarkan hadits tersebut nyatalah bahwa suci dari hadats ditetapkan sebagai syarat
bagi diterimanya shalat.

1. Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu menghalangi berlakunya (sahnya)
sesuatu hukum, umpamanya sabda Rasulallah SAW:

P A R Ve {TICT. CATi
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Artinya:
Janganlah seseorang itu menyepi dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang
menyertainya.

1. Titah yang menerangkan sahnya suatu pekerjaan, yaitu apabila Kita diperintah
mengerjakan suatu pekerjaan dan telah memenuhi sebab dan syaratnya serta
terlepas dari penghalangnya, yakinlah kita bahwa pekerjaan itu telah menjadi sah,
melepaskan diri dari tugas-tugas pelaksanaannya

2. Titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu batal, tidak dipandang sah, tidak
dihukum terlepas yang membuatnya dari tugas.

3. Titah yang menetapkan atas para mukallaf, tugas-tugas yang diberatkan sebagai
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suatu hukum yang umum, bukan karena suatu pengecualian, disebut azimah.
Bekasan dari azimah disebut azimah, pekerjaannya disebut azimah.

4. Titah yang memberi pengertian, bahwa hukum yang dimaksudkan itu sebagai
ganti dari hukum azimah, yakni yang dikerjakan lantaran dipandang sukar
menjalankan yang azimah. Bekasannya disebut rukhshah, pekerjaannya disebut
rukhshah pula.

**k*k

Compiler: pakafigelzam@yahoo.co.id
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